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Pengantar Redaksi

Edisi Volume 5, Nomor 2 SETARA: Jurnal Ilmu Hukum memuat lima artikel yang
berfokus pada isu pemberantasan korupsi, desain kelembagaan peradilan, perlindun-
gan anak, kebijakan kriminal berbasis teknologi, dan relasi antara sumber daya alam
dengan demokrasi elektoral. Keseluruhan artikel memperlihatkan bagaimana hukum
tetap dituntut responsif terhadap perubahan sosial, kelembagaan, dan teknologi.

Artikel pertama membahas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI aktif yang menduduki
jabatan sipil untuk mewujudkan kepastian hukum. Artikel kedua menelaah kewe-
nangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung
yang berintegritas. Artikel ketiga mengangkat perlindungan anak dari ancaman
child grooming di Indonesia, khususnya evaluasi regulasi dan rekomendasi pembaruan
hukum pada era digital.

Artikel keempat mengkaji reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan ke-
jahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan. Artikel kelima menyoroti kelayakan
dan hubungan antara pengusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu,
termasuk risiko oligarki terhadap pengelolaan sumber daya strategis.

Melalui edisi ini, redaksi berharap SETARA: Jurnal Ilmu Hukum terus menjadi ru-
ang ilmiah yang mampu mempertemukan pembahasan normatif dan problem aktual
secara lebih terarah, argumentatif, dan bermanfaat bagi pengembangan hukum na-
sional.
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Abstract
Legal facts show that corruption has occurred widely, massively, and structurally in Indonesia.
This study examines the regulation of corruption crimes committed by active TNI members who
hold civilian office and the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling
such crimes. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual
approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The study finds
that KPK has authority to coordinate and handle corruption cases involving military personnel
through the legal reasoning reflected in Article 65 paragraph (2) of the TNI Law and Article 42
of the KPK Law. However, jurisdictional tension remains between the KPK Law and the Military
Justice Law. To minimize uncertainty, reform of the Military Justice Law and clearer affirmation
of KPK authority are needed so that corruption law enforcement can be more effective.

Keywords: KPKAuthority; Active Military Personnel; Civilian Office; Corruption Crime; Mil-
itary Justice

Abstrak
Fakta hukummenunjukkan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, masif,
dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI
aktif yang menduduki jabatan sipil dan mengetahui kewenangan KPK dalam menangani tin-
dak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pen-
dekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari
bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum
pada dasarnya jelas: KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyele-
saikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, dengan argumentasi hukum dalam Pasal 65 ayat
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(2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Namun, untuk meminimalisasi permasalahan, perlu revisi
UU Peradilan Militer dan penegasan UU KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana
korupsi menjadi efektif. Terdapat konflik norma antara UU KPK dan UU Peradilan Militer
dalam menentukan yurisdiksi penindakan prajurit aktif yang melakukan korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan KPK; TNI Aktif; Jabatan Sipil; Tindak Pidana Korupsi; Peradilan
Militer

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum yang tidak hanya merugikan
keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan.1 Korupsi dapat terjadi pada berbagai ruang jabatan, termasuk pada
jabatan sipil yang secara faktual dapat diisi oleh anggota Tentara Nasional Indone-
sia yang masih aktif. Keadaan ini menimbulkan persoalan khusus karena subjek
pelakunya berada dalam rezim hukum militer, sedangkan tindak pidananya berada
dalam rezim pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga yang memiliki man-
dat khusus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mandat tersebut men-
cakup koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam batas
yang ditentukan undang-undang.2 Akan tetapi, ketika perbuatan korupsi diduga di-
lakukan oleh prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, muncul pertanyaan tentang
forum peradilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara.

Masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai kedudukan
prajurit TNI, peradilan militer, dan kewenangan KPK. Di satu sisi, hukum militer
menempatkan prajurit aktif dalam yurisdiksi peradilan militer.3 Di sisi lain, undang-
undang pemberantasan korupsi memberi ruang bagi KPK untuk menangani perkara
korupsi, termasuk perkara yang melibatkan unsur penyelenggara negara, kerugian
negara, dan kepentingan publik yang luas.

Penelitian ini membahas pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil serta kewenangan
KPK dalam menangani perkara tersebut. Fokus utamanya adalah kepastian hukum,
sebab ketidakjelasan forum dan kewenangan dapat memperlambat penindakan, mem-
buka ruang tarik-menarik kelembagaan, dan mengurangi efektivitas pemberantasan
korupsi.
1Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional (Jakarta: RajaGrafindo Per-
sada, 2005).

2Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi.

3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.
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1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalahmenawarkan pembacaan integratif terhadap kewe-
nangan KPK dan yurisdiksi peradilan militer dalam perkara korupsi yang dilakukan
oleh prajurit aktif pada jabatan sipil. Pembacaan integratif diperlukan karena perde-
batan yang hanya menekankan status subjek pelaku cenderung membawa perkara
ke peradilan militer, sedangkan perdebatan yang hanya menekankan jenis tindak pi-
dana cenderungmengabaikan kekhususan status prajurit. Kedua pendekatan tersebut
belum memadai apabila tidak dihubungkan dengan tujuan pemberantasan korupsi
dan prinsip kepastian hukum.

Artikel ini menempatkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI dan Pasal 42
Undang-Undang KPK sebagai titik temu analisis. Pasal 65 ayat (2) menunjukkan
konstruksi umum bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam
pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum
dalam pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Pasal
42 Undang-Undang KPK memberi ruang koordinasi dan pengendalian ketika perkara
korupsi melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.4

Dengan demikian, kontribusi artikel ini bukan sekadar menyatakan KPK berwenang
atau tidak berwenang, melainkanmenjelaskan bagaimana kewenangan tersebut perlu
dikonstruksi agar tidak mematikan fungsi peradilan militer dan tidak melemahkan
agenda pemberantasan korupsi.

Kontribusi praktisnya adalah merumuskan arah harmonisasi. Harmonisasi
tersebut mencakup penegasan kewenangan koordinatif KPK, mekanisme perkara
koneksitas yang transparan, pembatasan tafsir yang terlalu formalistik terhadap
status prajurit, serta revisi norma peradilan militer agar kompatibel dengan karakter
tindak pidana korupsi modern. Dengan kontribusi ini, artikel diharapkan memberi
dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan akademisi untuk
menyelesaikan ketegangan yurisdiksi secara lebih sistematis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.5 Pendekatan
perundang-undangan dipakai untuk menelaah norma mengenai KPK, TNI, peradilan
militer, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan
untuk membaca konsep kewenangan, yurisdiksi, koneksitas, dan kepastian hukum.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur

4Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian
hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
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pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tentara Nasional Indonesia,
dan peradilan militer. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil
kajian yang menjelaskan hubungan antara kewenangan lembaga penegak hukum dan
status hukum prajurit aktif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan
norma yang relevan dan menempatkannya dalam konstruksi sistem hukum pidana
Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris karena isu utamanya be-
rada pada tingkat norma dan desain kewenangan. Oleh sebab itu, ukuran utama anal-
isis bukan jumlah perkara, melainkan koherensi norma. Norma dinilai koheren apa-
bila mampumenjawab tiga pertanyaan. Pertama, siapa lembaga yang memimpin atau
mengendalikan penanganan perkara. Kedua, forum apa yang tepat untuk mengadili
perbuatan. Ketiga, bagaimana menjamin agar proses tersebut tidak menghilangkan
akuntabilitas pelaku dan tidak menimbulkan konflik kelembagaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Korupsi oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil

Anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil berada pada posisi hukum yang khas.
Ia tetap membawa status sebagai prajurit, tetapi menjalankan fungsi dalam jabatan
sipil. Ketika yang bersangkutanmelakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan terse-
but, perbuatannya berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi sipil, pengelo-
laan keuangan negara, atau kebijakan publik, namun subjek pelakunya tetap terkait
dengan hukum militer.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dua kepentingan hukum. Kepentingan per-
tama adalah menjaga disiplin dan tata hukum militer terhadap prajurit aktif. Ke-
pentingan kedua adalah memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif tanpa
hambatan kelembagaan.6 Jika kedua kepentingan tersebut tidak diletakkan dalam
hubungan yang jelas, penanganan perkara dapat tersendat karena perbedaan tafsir
tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di pengadilan.

Secara konseptual, jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit aktif tidak menghi-
langkan kebutuhan untuk menilai karakter tindak pidananya. Apabila perbuatan
yang dilakukan adalah korupsi, maka rezim hukum pemberantasan korupsi harus
menjadi titik perhatian utama. Statusmiliter pelaku penting untukmenentukan aspek
yurisdiksi dan prosedur, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi akunt-
abilitas atas perbuatan koruptif.

Jabatan sipil juga menimbulkan konsekuensi etik dan administratif. Ketika pra-
jurit aktif masuk ke ruang jabatan sipil, ia berinteraksi dengan tata kelola pemerin-

6Romli Atmasasmita, Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional (Bandung: Mandar Maju, 2004).
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tahan, anggaran, pengadaan, pelayanan publik, serta relasi kewenangan yang lazim-
nya berada dalam struktur sipil. Apabila dalam ruang tersebut terjadi korupsi, keru-
giannya tidak hanya menyentuh disiplin militer, tetapi menyentuh kualitas adminis-
trasi pemerintahan. Karena itulah pendekatan yang terlalu menutup perkara dalam
mekanisme militer dapat menimbulkan jarak dengan kepentingan publik.

Di sisi lain, mengabaikan status prajurit juga tidak tepat. Hukum militer
memiliki fungsi menjaga disiplin, rantai komando, dan kesiapan institusi pertahanan.
Dalam perkara tertentu, aspek-aspek tersebut tetap relevan. Namun relevansi itu
harus dibedakan dari upaya menentukan siapa yang memiliki kapasitas terbaik untuk
menangani tindak pidana korupsi. Perkara korupsi membutuhkan kemampuan pela-
cakan keuangan, pembuktian penyalahgunaan kewenangan, audit kerugian negara,
dan koordinasi dengan lembaga sipil. Karakter ini lebih dekat dengan mandat KPK
dan sistem pemberantasan korupsi.

Karena itu, titik berangkat analisis tidak boleh berupa pertanyaan tunggal men-
genai apakah pelaku adalah prajurit aktif. Pertanyaan yang lebih tepat adalah dalam
kapasitas apa perbuatan dilakukan, norma pidana apa yang dilanggar, danmekanisme
mana yang paling menjamin akuntabilitas. Dengan rumusan tersebut, status prajurit
aktif tetap dihormati, tetapi tidak dijadikan benteng untuk menghindari proses pem-
berantasan korupsi.

3.2 Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi yang Melibatkan Unsur Militer

KPK memiliki mandat khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Mandat terse-
but tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan institusional, tetapi juga sebagai
instrumen untuk memastikan perkara korupsi yang berdampak besar dapat ditangani
secara independen dan efektif. Dalam perkara yang melibatkan anggota TNI aktif,
kewenangan KPK perlu dibaca bersama ketentuan mengenai koordinasi dan penan-
ganan perkara yang subjeknya melibatkan lingkungan peradilan yang berbeda.

Pasal 42 Undang-Undang KPK menjadi penting karena memberi dasar bagi
KPK untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta
penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk
pada peradilan militer dan peradilan umum. Norma ini menunjukkan bahwa undang-
undang tidak menutup kemungkinan keterlibatan KPK ketika perkara korupsi bers-
inggungan dengan subjek militer.

Dalam konteks anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, kewenangan
KPK harus ditempatkan untuk mencegah kekosongan penanganan. KPK dapat
berperan sebagai pengendali koordinasi agar perkara tidak terpecah dan tidak kehi-
langan arah pembuktian. Dengan demikian, keberadaan status prajurit aktif tidak
seharusnya secara otomatis menyingkirkan kewenangan KPK, terutama apabila
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tindak pidana yang dipersoalkan merupakan korupsi dalam jabatan sipil.
Kewenangan KPK dalam konteks ini dapat dibagi ke dalam tiga lapis. Lapis per-

tama adalah kewenangan koordinasi. Pada lapis ini, KPKmemastikan bahwa lembaga
yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan tidak bekerja sendiri-sendiri.
Koordinasi diperlukan sejak awal karena perkara korupsi sering melibatkan dokumen
administrasi, aliran dana, saksi sipil, dan aktor kelembagaan yang beragam.

Lapis kedua adalah kewenangan pengendalian. Pengendalian tidak harus se-
lalu berarti KPK mengambil alih seluruh proses, tetapi KPK perlu memiliki posisi
yang cukup kuat untuk mencegah perkara berhenti karena alasan prosedural. Tanpa
pengendalian, koordinasi dapat berubah menjadi forum komunikasi biasa yang tidak
memiliki konsekuensi ketika terjadi perbedaan pendapat.

Lapis ketiga adalah kewenangan penindakan dalam batas undang-undang. Apa-
bila perkara memenuhi syarat penanganan KPK dan terdapat alasan objektif untuk
menjamin efektivitas penegakan hukum, KPK perlu diberi ruang untuk melakukan
tindakan hukum yang diperlukan. Dalam perkara yang melibatkan prajurit aktif, tin-
dakan tersebut harus dihubungkan dengan mekanisme koneksitas atau mekanisme
lain yang menjamin keabsahan proses.

Pembacaan berlapis ini menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
menolak seluruh peran KPK karena pelaku berstatus prajurit. Ekstrem kedua adalah
menempatkan peradilan militer seolah sama sekali tidak relevan. Dalam negara
hukum, kewenangan tidak boleh ditentukan oleh ego sektoral, tetapi oleh desain
norma yang paling mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3.3 Konflik Norma dan Kepastian Hukum

Konflik norma muncul ketika ketentuan mengenai peradilan militer dibaca secara ek-
sklusif sehingga setiap tindak pidana oleh prajurit aktif harus ditanganimelalui peradi-
lan militer, sedangkan ketentuan mengenai KPK memberikan ruang koordinasi dan
penanganan perkara korupsi lintas yurisdiksi. Konflik seperti ini tidak selalu berupa
pertentangan langsung, tetapi dapat muncul sebagai ketidakjelasan prosedur dan fo-
rum.

Kepastian hukum menuntut agar pelaku, lembaga penegak hukum, korban
kerugian negara, dan masyarakat mengetahui mekanisme penanganan perkara sejak
awal. Apabila suatu perkara korupsi yang dilakukan prajurit aktif dalam jabatan sipil
berpindah-pindah tafsir antara peradilan militer dan penanganan KPK, maka proses
hukum menjadi rentan dipersoalkan. Keadaan ini dapat mengurangi efektivitas
penindakan dan menimbulkan kesan perlakuan khusus.

Dalam perspektif pemberantasan korupsi, kepastian hukum tidak boleh dipa-
hami sebagai kepastian forum semata, melainkan juga kepastian bahwa perkara da-
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pat ditangani secara objektif, transparan, dan tuntas. Karena itu, harmonisasi antara
Undang-Undang KPK, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Peradilan Militer, dan
Undang-Undang Tipikor menjadi kebutuhan mendesak.

Ketidakpastian juga berbahaya bagi tersangka atau terdakwa. Proses hukum
yang tidak jelas dapat menimbulkan keberatan prosedural, perdebatan kompetensi
absolut, dan sengketa kewenangan yang memperpanjang perkara. Dalam jangka pan-
jang, hal itu justru dapat menguntungkan pelaku korupsi karena substansi pembuk-
tian tertutup oleh perdebatan forum. Kepastian hukum karena itu harus dimaknai se-
bagai kepastian untuk semua pihak: kepastian bagi penegak hukum untuk bertindak,
kepastian bagi tersangka untuk diproses menurut hukum yang jelas, dan kepastian
bagi masyarakat bahwa perkara korupsi tidak dikaburkan oleh status kelembagaan.

3.4 Koneksitas sebagai Jembatan Prosedural

Perkara koneksitas dapat dipahami sebagai jembatan ketika tindak pidana melibatkan
subjek yang tunduk pada lingkungan peradilan berbeda. Dalam konteks korupsi,
koneksitasmenjadi penting karena korupsi jarang dilakukan secara terisolasi. Perkara
dapat melibatkan pejabat sipil, pihak swasta, dan prajurit aktif sekaligus. Apabila se-
tiap subjek dipisahkan secara kaku berdasarkan forum masing-masing, pembuktian
dapat tercerai-berai.

Pemecahan perkara yang terlalu fragmentaris menimbulkan risiko perbedaan
putusan dan hilangnya gambaran utuh tentang perbuatan. Misalnya, aliran dana yang
sama dapat dibaca dalam berkas berbeda, saksi yang sama dapat diperiksa berulang,
dan konstruksi penyertaan dapat menjadi tidak lengkap. Dalam perkara korupsi, inte-
grasi pembuktian sangat penting karena hubungan antar pelaku sering lebih menen-
tukan daripada tindakan individual yang berdiri sendiri.

KPK dapat ditempatkan sebagai lembaga yang memastikan pendekatan konek-
sitas berjalan secara substantif. Artinya, koneksitas tidak hanya menjadi istilah prose-
dural, tetapi menjadi mekanisme untuk menjaga keutuhan perkara. Bila kewenangan
ini dirumuskan jelas, penanganan perkara korupsi yang melibatkan prajurit aktif da-
pat tetap menghormati hukum militer sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan
korupsi.

3.5 Arah Penafsiran Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI sering menjadi pusat perdebatan karena
mengatur hubungan prajurit dengan kekuasaan peradilan. Norma tersebut harus
ditafsirkan secara sistematis. Penafsiran sistematis berarti membaca pasal itu
bersama ketentuan lain yang mengatur tindak pidana umum, tindak pidana khusus,
serta kewenangan lembaga penegak hukum. Dengan cara ini, norma tidak dipahami
sebagai penghalang absolut terhadap penanganan korupsi oleh KPK.
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Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memiliki rezim
penegakan hukum tersendiri.7 Ketika prajurit aktif melakukan korupsi dalam jabatan
sipil, karakter umum atau khusus dari tindak pidana tersebut tidak hilang. Karena
itu, Pasal 65 ayat (2) perlu dipahami sebagai dasar untuk membedakan pelanggaran
hukum pidana militer dan pelanggaran hukum pidana umum, bukan sebagai dasar
untuk menarik seluruh perbuatan prajurit ke peradilan militer tanpa melihat jenis
tindak pidananya.

Penafsiran ini lebih sesuai dengan tujuan pembentukan hukum pemberantasan
korupsi. Jika setiap prajurit aktif yangmenduduki jabatan sipil hanya diprosesmelalui
mekanisme militer, maka jabatan sipil yang diisi prajurit dapat menjadi wilayah abu-
abu dalam pemberantasan korupsi. Negara hukum tidak boleh membiarkan wilayah
abu-abu semacam itu, terutama ketika menyangkut kerugian negara dan penyalahgu-
naan kewenangan publik.

3.6 Arah Penguatan Pengaturan

Penguatan pengaturan dapat dilakukan melalui dua arah. Pertama, penegasan norma
bahwa KPKmemiliki kewenangan koordinatif dan pengendalian penanganan perkara
korupsi yang melibatkan prajurit aktif, terutama ketika perbuatan dilakukan dalam
jabatan sipil atau bersama subjek hukum sipil. Penegasan ini penting agar tidak ada
perdebatan berulang mengenai batas kewenangan.

Kedua, pembaruan terhadap pengaturan peradilan militer perlu diarahkan agar
sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik. Peradilan militer tetap diperlukan un-
tuk menjaga disiplin dan tata kehidupan militer, tetapi tindak pidana korupsi yang
berhubungan dengan jabatan sipil dan kerugian negara memerlukanmekanisme yang
dapat menjamin independensi serta kepercayaan publik.

Dengan pengaturan yang lebih jelas, hubungan antara KPK dan institusi militer
tidak perlu diposisikan sebagai pertentangan kelembagaan. Keduanya dapat ditem-
patkan dalam kerangka koordinasi untukmemastikan penegakan hukum yang efektif,
menghormati kekhususan hukummiliter, dan tetap menjaga tujuan utama pemberan-
tasan korupsi.

Dalam desain ideal, undang-undang perlu memuat prosedur awal ketika KPK
menemukan dugaan korupsi yang melibatkan prajurit aktif. Prosedur tersebut harus
menjawab batas waktu koordinasi, pihak yang wajib dilibatkan, forum penentuan
koneksitas, akses terhadap alat bukti, serta konsekuensi apabila salah satu lembaga
tidak menjalankan kewajibannya. Tanpa aturan operasional seperti ini, norma kewe-
nangan akan tetap bersifat umum dan rentan ditarik ke kepentingan masing-masing
institusi.

7Mahrus Ali, Hukum pidana korupsi (Yogyakarta: UII Press, 2016).
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Selain itu, penguatan pengaturan perlu menempatkan transparansi sebagai
prinsip. Perkara yang melibatkan prajurit aktif dan jabatan sipil sering menarik per-
hatian publik karena berkaitan dengan akuntabilitas lembaga negara. Transparansi
tidak berarti membuka semua materi penyidikan, tetapi memastikan alasan pemil-
ihan forum dan mekanisme penanganan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
transparansi, masyarakat dapat melihat bahwa perkara tidak dipindahkan atau
dipisahkan untuk melindungi pelaku.

3.7 Model Konstruksi Kewenangan yang Diusulkan

Artikel ini mengusulkan model konstruksi kewenangan berbasis tiga prinsip. Prinsip
pertama adalah prinsip karakter tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan
adalah korupsi, maka norma pemberantasan korupsi harus menjadi dasar utama. Sta-
tus militer pelaku dipertimbangkan sebagai faktor prosedural, bukan sebagai alasan
untuk mengubah karakter tindak pidana.

Prinsip kedua adalah prinsip keutuhan perkara. Penanganan perkara harus
menjaga keterhubungan pelaku, perbuatan, alat bukti, dan aliran keuntungan. Apa-
bila perkara melibatkan pelaku sipil dan militer, mekanisme koneksitas atau koordi-
nasi harus diarahkan untuk mempertahankan keutuhan konstruksi pembuktian.

Prinsip ketiga adalah prinsip akuntabilitas publik. Karena korupsi merugikan
keuangan negara dan kepercayaan publik, forum penanganan harus mampu
meyakinkan masyarakat bahwa proses berjalan independen. Dalam hal ini, peran
KPK menjadi penting bukan hanya karena kewenangan formalnya, tetapi karena
posisinya sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi.

Dengan tiga prinsip tersebut, kewenangan KPK dapat dipahami secara propor-
sional. KPK bukan lembaga yang menghapus keberadaan peradilan militer, tetapi
lembaga yang memastikan tindak pidana korupsi tetap ditangani dalam kerangka
pemberantasan korupsi. Peradilan militer tetap dapat memiliki peran sepanjang tidak
menghambat penegakan hukum korupsi dan sepanjang mekanismenya dapat diper-
tanggungjawabkan.

4. Penutup

Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota
TNI aktif yang menduduki jabatan sipil perlu dibaca dalam kerangka pemberan-
tasan korupsi dan kepastian hukum. Status prajurit aktif memang menimbulkan
konsekuensi yurisdiksi militer, tetapi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam
jabatan sipil tidak dapat dilepaskan dari mandat KPK dan kepentingan publik untuk
memperoleh penegakan hukum yang efektif.

Konflik norma antara pengaturan peradilanmiliter dan kewenangan KPK harus
diselesaikan melalui penegasan regulasi. Revisi atau harmonisasi Undang-Undang
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Peradilan Militer dan penegasan Undang-Undang KPK diperlukan agar perkara ko-
rupsi yang melibatkan anggota TNI aktif tidak terhambat oleh perdebatan forum.
Kepastian hukum akan terwujud apabila batas kewenangan, mekanisme koordinasi,
dan forum penanganan perkara diatur secara jelas dan dapat dilaksanakan secara kon-
sisten.
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Abstract
The selection of Supreme Court Justices often attracts public attention because it concerns the in-
tegrity and independence of the judiciary. This study examines the regulation of Supreme Court
Justice nominations in the Indonesian legal system and formulates the ideal authority of the Ju-
dicial Commission in selecting and approving candidates with integrity. This research uses a
normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches. The legal ma-
terials consist of primary and secondary legal materials. The study finds that potential conflicts
of interest arising from the involvement of the House of Representatives in fit and proper tests are
not fully consistent with the principle of separation of powers under the 1945 Constitution. An
ideal selection process should focus on integrity, professionalism, and transparency without politi-
cal intervention. The establishment of an independent and credible National Selection Committee
can support a more transparent and accountable selection process.

Keywords: Judicial Commission; Supreme Court Justice; Fit and Proper Test; Judicial Inde-
pendence; Separation of Powers

Abstrak
Proses pemilihan Hakim Agung sering menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas
dan independensi lembaga peradilan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan
pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia dan mengetahui kewenangan
ideal Komisi Yudisial dalam memilih serta menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan sejarah. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer
dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan dari keter-
libatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan
kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Proses seleksi ideal harus berfokus pada integritas,
profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik. Pembentukan Panitia Seleksi
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Nasional yang independen dan kredibel dapat menjadi solusi yang mendukung proses seleksi
transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Hakim Agung; Uji Kelayakan dan Kepatutan; Independensi
Peradilan; Pemisahan Kekuasaan

1. Pendahuluan

Hakim Agung memegang posisi strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Putu-
san Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga
membentuk arah praktik peradilan, menjaga kesatuan penerapan hukum, dan mem-
pengaruhi kepercayaan publik terhadap negara hukum.1 Karena itu, proses pemilihan
HakimAgung tidak boleh dipahami sebagai urusan administratif semata. Proses terse-
but merupakan pintu masuk untuk memastikan bahwa orang yang duduk di puncak
peradilan memiliki integritas, kapasitas, independensi, dan keberanian moral.

Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga konstitusional yang berhubungan lang-
sung dengan martabat dan perilaku hakim. Dalam konteks pemilihan Hakim Agung,
Komisi Yudisial diberi peran penting untuk mengusulkan calon kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat.2 Namun, desain tersebut menimbulkan perdebatan ketika DPR tidak
hanya menerima calon, tetapi melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang secara
politik dapat mempengaruhi hasil akhir. Di titik inilah isu kewenangan ideal Komisi
Yudisial menjadi relevan.

Keterlibatan DPR sering dibenarkan sebagai bentuk kontrol demokratis. Akan
tetapi, apabila kontrol politik terlalu dominan dalam pemilihan Hakim Agung, in-
dependensi peradilan dapat terganggu.3 Hakim Agung yang seharusnya berdiri di
luar tarik-menarik politik berpotensi dipersepsikan lahir dari proses yang sarat ke-
pentingan politik. Persepsi semacam itu saja sudah cukup berbahaya karena legiti-
masi peradilan sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Artikel ini membahas pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem
hukum Indonesia dan merumuskan kewenangan ideal Komisi Yudisial dalammemilih
serta menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Titik tekan pembahasan
adalah keseimbangan antara akuntabilitas publik dan independensi kekuasaan
kehakiman.

1Bagir Manan, Sistem peradilan berwibawa: Suatu pencarian (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
2Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial.

3Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
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1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah merumuskan model kewenangan ideal Komisi Yu-
disial berbasis tiga prinsip: integritas, independensi, dan transparansi. Pembahasan
mengenai seleksi HakimAgung sering berhenti pada pertanyaan formal tentang siapa
yang mengusulkan dan siapa yang menyetujui. Artikel ini bergerak lebih jauh den-
gan menilai apakah desain kewenangan tersebut benar-benar mampu menghasilkan
Hakim Agung yang agung dan berintegritas.

Artikel ini juga menegaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan tidak boleh
menjadi arena transaksi politik. Dalam negara hukum, proses pemilihan Hakim
Agung harus berorientasi pada kualitas profesional, rekam jejak etik, kemampuan
menjaga independensi, dan pemahaman terhadap fungsi kasasi serta pengawasan
peradilan. Oleh karena itu, kontribusi konseptual artikel ini adalah membedakan
antara akuntabilitas demokratis yang sehat dan intervensi politik yang merusak
independensi peradilan.

Kontribusi praktis artikel ini adalah menawarkan desain Panitia Seleksi Na-
sional yang independen dan kredibel sebagai mekanisme pendukung. Panitia tersebut
tidak dimaksudkan untuk menggantikan Komisi Yudisial, tetapi memperkuat proses
seleksi melalui standar penilaian yang objektif, partisipasi publik yang terukur, dan
transparansi rekam jejak calon. Dengan demikian, Komisi Yudisial dapatmenjalankan
kewenangannya secara lebih kuat, sedangkan DPR tetap dapat menjalankan fungsi
konstitusionalnya tanpa memasuki ruang seleksi teknis secara berlebihan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.4 Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah norma dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang
Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan kon-
septual digunakan untuk membaca gagasan independensi peradilan, pemisahan
kekuasaan, akuntabilitas, dan integritas hakim. Pendekatan sejarah digunakan untuk
melihat perkembangan gagasan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dimaksudkan
untuk memperkuat kehormatan hakim.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang men-
gatur Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan kekuasaan kehakiman. Bahan hukum
sekunder mencakup literatur hukum tata negara, hukum kelembagaan negara, ka-
jian peradilan, dan artikel ilmiah mengenai seleksi hakim. Analisis dilakukan secara

4Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian
hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
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kualitatif dengan menilai konsistensi antara desain kewenangan dan tujuan menjaga
independensi peradilan.

Ukuran analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecukupan kelem-
bagaan. Suatu desain seleksi dianggap memadai apabila mampu menjamin empat hal.
Pertama, calon yang dipilih memiliki kompetensi hukum yang teruji. Kedua, rekam
jejak etik calon dapat diuji secara terbuka. Ketiga, proses tidak dikuasai kepentin-
gan politik jangka pendek. Keempat, keputusan akhir dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pencalonan Hakim Agung

Pengaturan pencalonan Hakim Agung harus dibaca dalam kerangka kekuasaan ke-
hakiman yang merdeka. UUD 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial berperan dalam pengusulan pen-
gangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan serta keluhuran martabat hakim.5

Desain ini menunjukkan bahwa seleksi Hakim Agung bukan hanya urusan internal
Mahkamah Agung, melainkan bagian dari arsitektur konstitusional untuk menjaga
mutu peradilan.

Dalam praktik, Komisi Yudisial melakukan proses seleksi calon Hakim Agung
sebelum calon diajukan kepada DPR. Proses ini mencakup administrasi, penelusuran
rekam jejak, penilaian kapasitas, dan mekanisme seleksi lain yang bertujuan men-
yaring calon terbaik. Setelah itu, DPR menjalankan fungsi persetujuan. Persoalan
muncul ketika fungsi persetujuan berubah menjadi proses politik yang terlalu menen-
tukan, sehingga hasil seleksi Komisi Yudisial dapat terdistorsi.

Secara konseptual, persetujuan DPR seharusnyamenjadi mekanisme check and
balance, bukan proses seleksi ulang yang sepenuhnya politis. Apabila DPRmelakukan
penilaian tanpa standar yang ketat, objektif, dan transparan, maka calon yang memi-
liki kualitas teknis baik dapat tersingkir karena pertimbangan non-yuridis. Seba-
liknya, calon yangmemiliki kedekatan politik dapat memperoleh keuntungan. Situasi
ini tidak sejalan dengan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka.

3.2 Komisi Yudisial sebagai Penjaga Integritas Seleksi

Komisi Yudisial memiliki posisi yang unik. Lembaga ini bukan pengadilan, tetapi
tugasnya berkaitan erat dengan kualitas dan martabat hakim.6 Dalam seleksi Hakim
Agung, Komisi Yudisial berperan sebagai filter awal sekaligus penjaga integritas.

5Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

6M. Fajrul Falaakh, “Komisi Yudisial dan reformasi peradilan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, no. 2 (2009): 187–205.
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Peran ini penting karena Hakim Agung bukan hanya harus cerdas secara hukum,
tetapi juga bersih dari konflik kepentingan, memiliki integritas pribadi, dan mampu
menjaga independensi dari tekanan eksternal.

Kewenangan ideal Komisi Yudisial harus mencakup kemampuan melakukan
penelusuran rekam jejak secara mendalam. Rekam jejak tidak boleh hanya dilihat
dari dokumen administratif. Ia harus mencakup sejarah putusan, perilaku etik, lapo-
ran masyarakat, kepatuhan terhadap prinsip integritas, dan konsistensi calon dalam
menjaga kehormatan profesi. Semakin tinggi posisi hakim, semakin tinggi pula stan-
dar etik yang harus diterapkan.

Komisi Yudisial juga perlu memiliki metodologi seleksi yang dapat dipertang-
gungjawabkan. Penilaian calon harus berbasis indikator yang terbuka, seperti ke-
mampuan analisis hukum, pemahaman terhadap fungsiMahkamahAgung, komitmen
pada independensi, manajemen perkara, dan sikap terhadap transparansi peradilan.
Tanpa indikator yang jelas, seleksi mudah dipersepsikan subjektif.

3.3 Kewenangan Ideal Komisi Yudisial

Kewenangan ideal Komisi Yudisial adalah kewenangan yangmemungkinkan lembaga
tersebut menjadi pusat seleksi substantif calon Hakim Agung. Artinya, Komisi Yud-
isial harus menjadi lembaga yang paling menentukan dalam menilai kelayakan profe-
sional dan integritas calon. DPR tetap dapat memberi persetujuan, tetapi persetujuan
itu semestinya dibatasi pada penilaian konstitusional dan akuntabilitas publik, bukan
transaksi politik.

Model ideal tersebut dapat dibangun dengan membedakan tiga tahap. Tahap
pertama adalah seleksi administratif dan etik oleh Komisi Yudisial. Pada tahap ini,
calon yang tidak memenuhi syarat objektif langsung gugur. Tahap kedua adalah se-
leksi substantif yang meliputi uji kompetensi, penilaian putusan atau karya hukum,
wawancara etik, dan penelusuran rekam jejak. Tahap ketiga adalah persetujuan pub-
lik melalui DPR dengan standar yang terbatas dan transparan.

Pembatasan standar DPR penting untuk mencegah politisasi. DPR dapat men-
guji apakah proses seleksi telah transparan, apakah calon memiliki persoalan serius
yang belum diperiksa, dan apakah ada keberatan publik yang perlu dipertimbangkan.
Namun DPR tidak seharusnya menggantikan Komisi Yudisial dalam penilaian teknis
dan etik yang membutuhkan independensi dari kepentingan politik.

3.4 Risiko Politisasi Uji Kelayakan dan Kepatutan

Uji kelayakan dan kepatutan memiliki nilai positif apabila dilakukan untuk memas-
tikan calon pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, dalam konteks
Hakim Agung, uji tersebut harus dirancang dengan sangat hati-hati. Hakim Agung
bukan pejabat politik. Ia tidak boleh dipilih berdasarkan kesesuaian dengan prefer-
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ensi partai, kelompok, atau agenda politik tertentu. Fungsi hakim adalah memutus
berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan kehendak mayoritas politik.

Risiko politisasi dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, calon dapat
dinilai berdasarkan kedekatan atau penerimaan politik, bukan kualitas yuridis. Kedua,
pertanyaan dalam uji kelayakan dapat diarahkan pada isu politik yang tidak relevan
dengan fungsi yudisial. Ketiga, keputusan persetujuan dapat dilakukan tanpa argu-
mentasi yang memadai. Keempat, proses dapat memberi sinyal bahwa calon Hakim
Agung perlu membangun relasi politik untuk memperoleh jabatan.7

Risiko tersebut harus dicegah karena independensi peradilan tidak hanya
berkaitan dengan independensi setelah hakim menjabat, tetapi juga independensi
dalam proses pengangkatannya. Hakim yang lahir dari proses yang sangat politis
dapat menghadapi beban legitimasi. Bahkan jika hakim tersebut kemudian bek-
erja secara independen, publik dapat tetap meragukan netralitasnya karena proses
awalnya dipandang terlalu dekat dengan kepentingan politik.

3.5 Panitia Seleksi Nasional yang Independen

Gagasan Panitia Seleksi Nasional dapat menjadi jalan tengah untuk memperkuat se-
leksi tanpa melemahkan Komisi Yudisial. Panitia ini dapat dibentuk sebagai forum
ahli yang membantu Komisi Yudisial dalam menilai aspek teknis, etik, dan rekam
jejak calon. Anggotanya dapat berasal dari unsur akademisi, mantan hakim yang
bereputasi baik, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pakar tata kelola peradilan.

Panitia Seleksi Nasional harus memenuhi syarat independensi. Anggotanya
tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan calon, partai politik, atau lembaga
yang akan dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Agung. Proses kerjanya juga harus
terbuka dalam batas yang wajar. Publik perlu mengetahui indikator seleksi, tahapan
seleksi, serta alasan umum mengapa calon dinyatakan layak atau tidak layak.

Keberadaan panitia seleksi tidak boleh menjadikan proses terlalu panjang dan
birokratis. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas, bukan menambah prosedur.
Karena itu, panitia harus memiliki mandat yang jelas: membantu penilaian substantif,
memperluas partisipasi publik, dan memperkuat basis objektif keputusan Komisi Yud-
isial. Keputusan akhir pengusulan tetap berada pada Komisi Yudisial sesuai kerangka
konstitusional.

3.6 Desain Seleksi Berbasis Integritas

Integritas calon Hakim Agung harus diuji melalui beberapa dimensi. Dimensi per-
tama adalah integritas personal, yaitu kejujuran, kepatuhan terhadap etik, dan bebas
dari perilaku tercela. Dimensi kedua adalah integritas profesional, yaitu kemampuan

7Daniel S. Lev, Hukum dan politik di Indonesia: Kesinambungan dan perubahan (Jakarta: LP3ES, 1990).
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menjaga kualitas putusan, konsistensi argumentasi hukum, dan komitmen terhadap
prinsip keadilan. Dimensi ketiga adalah integritas institusional, yaitu kesediaan calon
menjaga martabat Mahkamah Agung dan mendukung reformasi peradilan.

Uji integritas tidak dapat hanya dilakukan melalui wawancara. Wawancara
mudah menghasilkan jawaban normatif. Karena itu, penelusuran rekam jejak harus
menjadi pusat seleksi. Untuk calon dari hakim karier, rekam jejak putusan, perilaku di
pengadilan, laporan pengawasan, dan pola hubungan dengan pihak berperkara perlu
diperhatikan. Untuk calon dari nonkarier, karya ilmiah, pengalaman profesional,
catatan etik, dan kontribusi terhadap hukum harus dinilai.

Seleksi berbasis integritas juga memerlukan partisipasi publik. Masyarakat,
organisasi profesi, lembaga pemantau peradilan, dan perguruan tinggi dapat mem-
beri masukan mengenai calon. Namun masukan publik harus diverifikasi agar
tidak berubah menjadi fitnah atau alat persaingan. Komisi Yudisial perlu memiliki
mekanisme validasi yang kuat sehingga informasi yang dipakai benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan.

3.7 Model Kewenangan Ideal

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan ideal Komisi Yudisial dapat dirumuskan
dalam lima unsur. Pertama, Komisi Yudisial menjadi pemegang utama proses se-
leksi substantif calon Hakim Agung. Kedua, Komisi Yudisial memiliki akses memadai
terhadap data rekam jejak calon dari lembaga peradilan, lembaga pengawasan, dan
masyarakat. Ketiga, Komisi Yudisial dibantu oleh mekanisme seleksi ahli yang inde-
penden. Keempat, DPR menjalankan fungsi persetujuan secara terbatas, objektif, dan
transparan. Kelima, seluruh proses didokumentasikan agar alasan pemilihan calon
dapat dipertanggungjawabkan.

Model tersebut menjaga keseimbangan antara pemisahan kekuasaan dan
akuntabilitas. Komisi Yudisial menjalankan fungsi seleksi karena memiliki mandat
menjaga kehormatan hakim. DPR tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya, tetapi
tidak mendominasi ruang teknis yang seharusnya bebas dari kepentingan politik.
Mahkamah Agung menerima Hakim Agung yang lahir dari proses lebih kredibel,
sedangkan publik memperoleh alasan yang lebih jelas untuk mempercayai hasil
seleksi.

3.8 Standar Penilaian Calon Hakim Agung

Standar penilaian calon Hakim Agung perlu dibuat lebih konkret agar proses seleksi
tidak berhenti pada penilaian umum. Standar pertama adalah kemampuan yuridis.
Calon harus mampu menunjukkan penguasaan terhadap teori hukum, hukum acara,
teknik penyusunan putusan, dan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan
penerapan hukum. Kemampuan ini dapat diuji melalui telaah putusan, karya ilmiah,
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atau simulasi analisis perkara.
Standar kedua adalah integritas etik. Calon harus bebas dari catatan pelang-

garan serius, konflik kepentingan, dan hubungan yang dapat mengganggu indepen-
densi. Integritas etik tidak hanya berarti tidak pernah dihukum, tetapi juga menun-
jukkan konsistensi sikap dalam menjaga jarak dari kepentingan pihak berperkara,
kekuasaan politik, dan kepentingan ekonomi.

Standar ketiga adalah kapasitas kelembagaan. Hakim Agung tidak bekerja se-
bagai hakim individual semata. Ia menjadi bagian dari lembaga yangmengelola beban
perkara besar, pembinaan peradilan, dan pembentukan pedoman hukum. Karena itu,
calon perlu memiliki pemahaman mengenai reformasi peradilan, manajemen perkara,
transparansi putusan, dan penggunaan teknologi dalam administrasi peradilan.

Standar keempat adalah kepekaan konstitusional. Mahkamah Agung memang
bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi banyak perkara yang diputus memiliki implikasi
terhadap hak warga negara dan batas kekuasaan pemerintah. Hakim Agung perlu
memahami bahwa penerapan hukum tidak boleh dilepaskan dari prinsip negara
hukum, perlindungan hak, dan keadilan substantif.

3.9 Partisipasi Publik yang Terukur

Partisipasi publik merupakan unsur penting dalam seleksi Hakim Agung. Namun par-
tisipasi publik harus diatur agar tidak berubah menjadi kampanye negatif. Masukan
masyarakat perlu dibuka melalui kanal resmi, dengan batas waktu, format informasi,
dan kewajiban menyertakan dasar yang dapat diverifikasi. Komisi Yudisial kemudian
memeriksa informasi tersebut melalui mekanisme klarifikasi.

Partisipasi publik memberi dua manfaat. Pertama, memperluas informasi men-
genai calon. Tidak semua rekam jejak dapat ditemukan melalui dokumen formal.
Masyarakat, advokat, akademisi, dan organisasi pemantau peradilan dapat memiliki
informasi penting mengenai perilaku calon. Kedua, partisipasi publik meningkatkan
legitimasi proses karena masyarakat melihat bahwa seleksi tidak dilakukan tertutup.

Meski demikian, Komisi Yudisial harus menjaga keseimbangan antara keter-
bukaan dan perlindungan martabat calon. Informasi yang belum terbukti tidak
boleh langsung dijadikan dasar untuk menggugurkan calon. Prinsip praduga baik
tetap diperlukan, tetapi tidak bolehmenghambat pemeriksaan serius terhadap dugaan
pelanggaran etik. Dengan cara ini, partisipasi publik menjadi instrumen akuntabilitas,
bukan alat menjatuhkan lawan.

3.10 Implikasi terhadap Independensi Peradilan

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi Hakim Agung memiliki imp-
likasi langsung terhadap independensi peradilan. Independensi tidak hanya dijaga
melalui larangan intervensi setelah hakim menjabat, tetapi juga melalui proses pen-
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gangkatan yang bebas dari dominasi politik. Jika proses seleksi sejak awal dikenda-
likan oleh kepentingan politik, maka independensi setelah pengangkatan menjadi
lebih rapuh.

Independensi peradilan juga berkaitan dengan keberanian hakim. Hakim
Agung harus berani memutus perkara yang melibatkan kepentingan kuat. Kebera-
nian itu sulit tumbuh apabila jabatan diperoleh melalui dukungan politik tertentu.
Karena itu, proses seleksi harus memastikan bahwa calon tidak memiliki ketergan-
tungan politik yang dapat mempengaruhi putusannya.

Pada akhirnya, tujuan utama penguatan Komisi Yudisial bukan memperbesar
kekuasaan satu lembaga, melainkan memperbaiki kualitas Mahkamah Agung. Kewe-
nangan yang kuat harus disertai akuntabilitas yang kuat pula. Komisi Yudisial harus
transparan dalam metodenya, konsisten dalam standarnya, dan terbuka terhadap
evaluasi publik. Dengan demikian, penguatan kewenangan tidak berubah menjadi
kekuasaan tanpa kontrol.

3.11 Jaminan Akuntabilitas atas Keputusan Seleksi

Keputusan seleksi calon Hakim Agung perlu disertai alasan yang dapat dipahami pub-
lik. Alasan tersebut tidak harus membuka seluruh data pribadi calon, tetapi harus
menjelaskan dasar penilaian umum mengenai kompetensi, integritas, dan kebutuhan
kelembagaan Mahkamah Agung.8 Tanpa alasan yang jelas, publik hanya melihat daf-
tar nama, bukan proses rasional di balik pilihan tersebut.

Akuntabilitas juga menuntut adanya dokumentasi tahapan seleksi. Setiap
tahap, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, uji kualitas, penelusuran
rekam jejak, masukan publik, hingga penentuan akhir, perlu memiliki catatan
kelembagaan. Dokumentasi ini penting apabila muncul keberatan atau evaluasi di
kemudian hari. Dengan dokumentasi yang baik, Komisi Yudisial dapat menunjukkan
bahwa keputusan tidak dibuat berdasarkan pertimbangan subjektif.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap hakim yang pernah diseleksi perlu di-
lakukan untuk memperbaiki metode seleksi berikutnya. Jika calon yang terpilih
kemudian menunjukkan kinerja baik, indikator seleksi dapat dipertahankan. Jika
muncul masalah etik atau kualitas putusan, Komisi Yudisial perlu meninjau apakah
ada kelemahan dalam penelusuran rekam jejak. Dengan demikian, seleksi Hakim
Agung menjadi proses pembelajaran kelembagaan yang terus diperbaiki.

4. Penutup

Pengaturan pemilihan Hakim Agung harus diarahkan untuk menjaga independensi
peradilan dan menghasilkan hakim yang berintegritas. Keterlibatan DPR dalam uji

8Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
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kelayakan dan kepatutan perlu dibatasi agar tidak berubah menjadi dominasi poli-
tik atas proses seleksi yudisial. Komisi Yudisial harus ditempatkan sebagai lembaga
utama dalam seleksi substantif karena mandat konstitusionalnya berkaitan langsung
dengan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kewenangan ideal Komisi Yudisial adalah kewenangan yang kuat, objek-
tif, transparan, dan berorientasi pada integritas. Penguatan tersebut dapat
didukung melalui Panitia Seleksi Nasional yang independen dan kredibel, mekanisme
penelusuran rekam jejak yang mendalam, indikator seleksi yang terbuka, serta pem-
batasan peran DPR pada fungsi persetujuan yang akuntabel. Dengan desain demikian,
pemilihanHakimAgung dapat lebih sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan
kebutuhan publik akan peradilan yang bersih.
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Abstract
The phenomenon of child grooming has become amajor challenge in child protection in the digital
era. This practice involves manipulative efforts by adults to approach children, build emotional
relationships, and exploit them sexually, either directly or through electronic media. In Indonesia,
although regulations such as the Child Protection Law and the Information and Electronic Trans-
actions Law can be used to respond to this problem, legal gaps remain, especially for conduct
occurring in cyberspace. Using a qualitative approach with library research, this study examines
child grooming from the perspective of Indonesian law, analyses weaknesses in the existing legal
framework, and offers recommendations for legal reform. The study finds that Indonesia already
has a basic legal framework to address this conduct, but the current regulations have not yet been
fully effective in dealing with acts committed through social media and digital platforms. There-
fore, regulatory reform and stronger law-enforcement capacity are needed to protect children from
grooming threats.

Keywords: Child Grooming; Child Protection; Indonesian Law; Child Protection Law; ITE
Law; Cyberspace; Regulation; Sexual Exploitation

Abstrak
Fenomena child grooming menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak di
era digital. Praktik ini melibatkan upaya manipulatif oleh individu dewasa untuk mendekati
anak, membangun hubungan emosional, dan mengeksploitasi mereka secara seksual, baik
secara langsung maupun melalui media elektronik. Di Indonesia, meskipun telah ada perat-
uran perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menanggulangi persoalan
ini, masih terdapat celah dalam penerapan hukum, terutama terhadap perbuatan yang ter-
jadi di ruang siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
pustaka untuk mengeksplorasi fenomena child grooming dari perspektif hukum di Indone-
sia, menganalisis kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi pembaruan
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk
melawan child grooming, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menang-
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gulangi perbuatan tersebut, khususnya yang terjadi melalui media sosial dan platform digital.
Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat
dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman grooming.

Kata Kunci: Child Grooming; Perlindungan Anak; Hukum Indonesia; Undang-Undang Per-
lindungan Anak; Undang-Undang ITE; Dunia Maya; Regulasi; Eksploitasi Seksual

1. Pendahuluan

Child grooming merupakan proses manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa un-
tuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual.
Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi, meluasnya penggunaan media
sosial, dan intensitas interaksi daring membuat modus ini semakin relevan sebagai
persoalan perlindungan anak. Praktik tersebut tidak selalu terjadi secara tatap muka,
tetapi juga bergerak melalui ruang digital yang memungkinkan pelaku mendekati
anak secara bertahap, menanamkan rasa percaya, lalu memanfaatkan kerentanan ko-
rban.

Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena anak sering berada
pada posisi yang lemah, baik dari segi usia, pengalaman, maupun kemampuan mema-
hami risiko interaksi daring. Artikel sumber menekankan bahwa peningkatan peng-
gunaan platform digital memperbesar kemungkinan anakmenjadi sasaran, sementara
dampaknya tidak berhenti pada eksploitasi seksual, melainkan juga berlanjut pada
trauma psikologis, gangguan relasi sosial, serta masalah kesehatan mental.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat normatif
yang dapat dipakai untuk melindungi anak, terutama Undang-Undang Perlindungan
Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pertanyaan
pentingnya adalah apakah kerangka hukum yang ada telah cukup spesifik dan efektif
untuk menjawab modus child grooming, khususnya yang berlangsung secara elek-
tronik.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian inimemusatkan perhatian pada dua persoalan.
Pertama, bagaimana karakteristik child grooming, termasuk cara pelaku beroperasi
dan faktor-faktor yangmenyebabkan anak rentanmenjadi korban. Kedua, bagaimana
pengaturan hukum mengenai child grooming dalam perspektif perlindungan anak di
Indonesia, serta apakah peraturan yang ada telah memadai untuk memberikan perlin-
dungan yang efektif.
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3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif dengan bertumpu pada
studi pustaka. Fokus kajian diarahkan pada norma hukum yang berlaku, terutama
peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin, dan literatur yang membahas
perlindungan anak, kejahatan seksual terhadap anak, serta pemanfaatan media elek-
tronik dalam tindak pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana
hukum positif Indonesia mengatur child grooming, termasuk ruang yang telah di-
jangkau dan celah yang masih tersisa.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Karakteristik Child Grooming

Artikel sumber menjelaskan bahwa child grooming lazim berlangsung melalui beber-
apa tahap yang saling berkaitan. Pelaku terlebih dahulu memilih target yang diang-
gap rentan, baik dari lingkungan sekitar maupun melalui platform daring. Setelah
itu, pelaku memulai komunikasi dengan pendekatan yang tampak ramah, misalnya
melalui pujian, perhatian, atau pemberian hadiah. Tahap berikutnya adalah memban-
gun rasa percaya, sehingga anak mulai melihat pelaku sebagai sosok yang aman.

Setelah relasi terbentuk, pelaku cenderung mendorong isolasi sosial dan mem-
perkuat ketergantungan emosional korban. Dalam fase ini, manipulasi menjadi se-
makin intensif, baik melalui bujuk rayu, janji, maupun ancaman terselubung. Proses
tersebut pada akhirnya diarahkan pada eksploitasi seksual. Pola bertahap ini menun-
jukkan bahwa child grooming bukan tindakan spontan, melainkan rangkaian perilaku
yang dirancang untuk mengaburkan batas aman anak.

4.2 Bentuk Kasus dan Ruang Terjadinya

Sumber artikel menampilkan beberapa gambaran kasus yang menunjukkan variasi
modus child grooming di Indonesia. Salah satunya terjadi melalui permainan daring,
ketika pelaku memulai interaksi dengan memberikan hadiah virtual dan kemudian
meminta kontak pribadi korban. Pola lain berlangsung melalui media sosial dengan
penggunaan akun palsu, foto profil menarik, dan percakapan yangmula-mula tampak
biasa, tetapi perlahan diarahkan pada hubungan yang lebih intim dan eksploitatif.

Selain itu, artikel juga menyinggung fenomena sugar dating sebagai bentuk re-
lasi yang dapat mengandung unsur grooming dan eksploitasi seksual terhadap anak
atau remaja. Uraian ini menunjukkan bahwa grooming tidak hanya hadir dalam satu
medium, melainkan dapat menyusup ke berbagai ruang digital yang umum diakses
anak.
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4.3 Faktor Kerentanan Anak

Ada sejumlah faktor yang membuat anak lebih rentan menjadi korban child groom-
ing. Pertama, kurangnya pengawasan orang tua dapat membuat anak mencari per-
hatian dan rasa aman di luar lingkungan keluarga. Kedua, akses internet dan media
sosial tanpa pendampingan memperbesar peluang anak berinteraksi dengan pihak
yang tidak dikenal. Ketiga, minimnya pendidikan seksual dasar menyebabkan anak
sulit mengenali batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal.

Keempat, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya daring membuat anak
tidak peka terhadap tanda-tanda manipulasi. Kelima, kebutuhan emosional yang
tidak terpenuhi dapat dimanfaatkan pelaku melalui perhatian semu. Keenam, pema-
haman yang terbatas mengenai privasi menyebabkan anak lebih mudah membagikan
informasi pribadi yang kemudian dipakai pelaku untuk melancarkan proses groom-
ing.

4.4 Pengaturan Hukum dalam Perspektif Perlindungan Anak

Dalamhukumpositif Indonesia, child grooming belum diatur secara khusus sebagai de-
lik tersendiri. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dapat digunakan untuk men-
jerat pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlin-
dungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Di sisi lain, Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan ketika per-
buatan dilakukan melalui media elektronik.

Kendati demikian, sumber artikel menegaskan adanya pandangan bahwa
pengaturan tersebut masih belum cukup spesifik, terutama untuk menjerat tindakan
grooming yang berhenti pada tahap manipulasi, pendekatan, dan pembangunan
relasi sebelum terjadi kekerasan seksual fisik. Di titik inilah terlihat kesenjangan
antara perkembangan modus kejahatan digital dan rumusan hukum yang tersedia.

4.5 Kebutuhan Pembaruan Hukum dan Penguatan Perlindungan

Berdasarkan pembahasan sumber, perlindungan anak dari ancaman child grooming
membutuhkan langkah yang lebih komprehensif. Pertama, dibutuhkan pembaruan
regulasi yang secara eksplisit mengakui danmengatur child grooming, termasuk defin-
isi, ruang lingkup perbuatan, serta ancaman pidananya. Kedua, edukasi publik bagi
orang tua, guru, dan anak perlu diperkuat agar tanda-tanda grooming dapat dikenali
lebih awal.

Ketiga, platform digital perlu didorong untuk menyediakan mekanisme pela-
poran yang mudah serta dukungan teknis untuk mendeteksi perilaku mencurigakan.
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Keempat, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan yang memadai dalam
menangani perkara yang melibatkan bukti elektronik dan pola eksploitasi berbasis
teknologi. Kelima, penanganan masalah ini memerlukan kolaborasi antarlembaga,
baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, maupun penyedia layanan
digital.

5. Penutup

Child grooming merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan
anak di era digital. Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi
cukup dipahami hanya dalam kerangka ancaman fisik langsung, tetapi juga harus
mencakup relasi manipulatif yang dibangun secara bertahapmelalui media elektronik.
Hukum positif Indonesia telah memiliki instrumen umum untuk menindak perbuatan
yang berujung pada eksploitasi seksual, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab
karakter khusus child grooming sebagai kejahatan berbasis pendekatan, kepercayaan,
dan manipulasi emosional.

Karena itu, penguatan perlindungan anak menuntut pembaruan regulasi yang
lebih spesifik, peningkatan literasi digital dan pendidikan seksual, penguatan kapa-
sitas aparat, serta dukungan platform digital yang lebih bertanggung jawab. Dengan
langkah tersebut, perlindungan anak dari ancaman grooming dapat bergerak dari re-
spons reaktif menuju pencegahan yang lebih efektif.
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Abstract
The reformulation of criminal policy in combating artificial intelligence (AI)-based crime has
become an urgent issue as technology develops rapidly. This study examines legal challenges
related to digital crime, regulatory strengthening, and the role of law enforcement institutions in
addressing these problems. The method used is a literature study with a qualitative approach. The
study finds the need for AI-specific regulation, the establishment or strengthening of institutions
competent in technology, and international cooperation in combating AI-based crime. Such policy
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Keywords: Criminal Policy; Artificial Intelligence; Digital Crime; AI Regulation; Interna-
tional Cooperation

Abstrak
Reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan
(AI) menjadi isu mendesak seiring perkembangan teknologi yang pesat. Studi ini mengkaji
tantangan hukum terkait kejahatan digital, penguatan regulasi, serta peran lembaga pene-
gakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi spesifik yang
mengatur AI, pembentukan lembaga yang kompeten dalam teknologi, dan kerja sama inter-
nasional dalam penanggulangan kejahatan berbasis AI. Reformulasi kebijakan ini diharapkan
dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap ancaman digital.
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1. Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan membawa perubahan besar dalam kehidupan
sosial, ekonomi, dan hukum. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan
efisiensi layanan, mempercepat analisis data, membantu pengambilan keputusan, dan
memperluas inovasi.1 Namun pada saat yang sama, kecerdasan buatan juga dapat
dipakai untuk melakukan atau mempermudah tindak kejahatan. Kemampuan sistem
AI untuk menghasilkan teks, suara, gambar, video, prediksi perilaku, dan otomatisasi
keputusan menimbulkan tantangan baru bagi hukum pidana.

Kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan tidak selalu hadir sebagai je-
nis tindak pidana yang sepenuhnya baru. Sebagian merupakan perluasan dari keja-
hatan lama, seperti penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan
data pribadi, manipulasi informasi, atau serangan siber.2 Perbedaannya terletak pada
skala, kecepatan, tingkat otomatisasi, dan kemampuan meniru identitas atau perilaku
manusia. Dalam konteks inilah kebijakan kriminal yang ada perlu dievaluasi.

Kebijakan kriminal tidak dapat hanya bereaksi setelah kejahatan terjadi. Ia
harus mampu mengantisipasi perubahan modus, menyesuaikan rumusan norma,
meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan membangun kerja sama lintas negara.3

AI membuat batas yurisdiksi semakin kabur karena pelaku, korban, sistem, server,
dan bukti elektronik dapat berada di wilayah yang berbeda. Tanpa reformulasi,
sistem hukum akan selalu tertinggal dari teknologi.

Artikel ini membahas reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulan-
gan kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan. Fokusnya meliputi tantangan
hukum kejahatan digital, kebutuhan regulasi spesifik AI, pembentukan kelembagaan
yang kompeten secara teknologi, dan kerja sama internasional.

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan kerangka reformulasi kebijakan
kriminal berbasis empat pilar: regulasi adaptif, kapasitas kelembagaan, tata kelola
bukti digital, dan kerja sama internasional. Kerangka ini penting karena banyak
pembahasan AI dalam hukum pidana masih berhenti pada kekhawatiran umum.
Artikel ini mengarahkan pembahasan pada desain kebijakan yang dapat digunakan
untuk memperkuat sistem hukum.

Kontribusi kedua adalah membedakan antara AI sebagai alat, AI sebagai
lingkungan kejahatan, dan AI sebagai objek pengaturan. Sebagai alat, AI digunakan
pelaku untuk mempercepat atau menyamarkan kejahatan. Sebagai lingkungan, AI
menciptakan ruang baru tempat data, identitas digital, dan sistem otomatis saling
1Stuart Russell dan Peter Norvig, Artificial intelligence: A modern approach, 4th ed. (Harlow: Pearson, 2021).
2Susan W. Brenner, Cybercrime: Criminal threats from cyberspace (Santa Barbara: Praeger, 2010).
3Barda Nawawi Arief, Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Jakarta: Kencana, 2011).
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berinteraksi. Sebagai objek pengaturan, AI memerlukan standar tanggung jawab,
transparansi, keamanan, dan pengawasan. Pembedaan ini membantu pembentuk
undang-undang agar tidak merumuskan norma secara terlalu umum.

Kontribusi ketiga adalah menekankan bahwa penanggulangan kejahatan AI
tidak cukup dilakukan melalui kriminalisasi. Kebijakan kriminal yang baik harus
memadukan hukum pidana, pencegahan administratif, penguatan literasi digital,
audit teknologi, perlindungan data pribadi, dan koordinasi internasional. Dengan
demikian, artikel ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan
respons pidana yang semata-mata represif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Literatur
yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan terkait kejahatan digital, per-
lindungan data pribadi, hukum pidana, serta literatur mengenai AI governance, cy-
bercrime, dan kebijakan kriminal.4 Pendekatan kualitatif digunakan untuk membaca
kecenderungan perkembangan teknologi dan menilai kecukupan kebijakan hukum
yang tersedia.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi bentuk tanta-
ngan hukum yang muncul dari penggunaan AI dalam kejahatan digital. Kedua, meni-
lai kebutuhan pembaruan regulasi dan kelembagaan. Ketiga, merumuskan arah kebi-
jakan kriminal yang responsif terhadap ancaman digital tanpa mengabaikan hak asasi
manusia, kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tantangan Hukum Kejahatan Digital Berbasis AI

Kejahatan berbasis AI menimbulkan tantangan hukum karena teknologi tersebut da-
pat memperbesar kemampuan pelaku. AI dapat digunakan untuk membuat pesan
penipuan yang sangat meyakinkan, meniru suara atau wajah seseorang, mengotoma-
tisasi serangan terhadap sistem, dan memanipulasi informasi publik.5 Dalam situasi
seperti ini, korban dapat kesulitan membedakan komunikasi asli dan palsu. Penegak
hukum juga menghadapi kesulitan karena jejak digital dapat dibuat secara masif dan
tersebar.

Tantangan pertama adalah persoalan atribusi. Dalam kejahatan konvensional,
hubungan antara pelaku dan perbuatan sering lebih mudah ditelusuri. Dalam ke-
jahatan berbasis AI, pelaku dapat menggunakan sistem otomatis, identitas palsu,
perangkat perantara, dan infrastruktur lintas negara. Pertanyaan tentang siapa yang
4Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian
hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

5Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, dan Aaron Courville, Deep learning (Cambridge: MIT Press, 2016).
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bertanggung jawab menjadi lebih rumit, terutama ketika teknologi digunakan oleh
banyak pihak atau ketika sistem bekerja secara semiotonom.

Tantangan kedua adalah kecepatan dan skala. AI dapat memperbanyak kon-
ten, pesan, atau serangan dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Kejahatan yang
dulu membutuhkan banyak tenaga manusia kini dapat dilakukan melalui otomatisasi.
Hal ini menuntut penegak hukum memiliki kemampuan deteksi yang juga cepat dan
berbasis teknologi.

Tantangan ketiga adalah pembuktian. Bukti digital dalam perkara AI dapat
berupa data pelatihan, log sistem, metadata, model, prompt, keluaran sistem, atau
jejak transaksi. Tidak semua penegak hukummemiliki kapasitas untuk membaca dan
mengamankan jenis bukti tersebut. Jika prosedur pengamanan bukti tidak tepat, bukti
dapat diragukan keasliannya.

3.2 AI sebagai Alat, Lingkungan, dan Objek Pengaturan

Reformulasi kebijakan kriminal perlu dimulai dengan pemetaan posisi AI. Pertama, AI
sebagai alat kejahatan. Dalam posisi ini, pelaku menggunakan AI untuk melakukan
kejahatan yang sudah dikenal hukum, misalnya penipuan digital, pemalsuan identi-
tas, penyebaran konten manipulatif, atau pemerasan. Norma pidana yang ada dapat
dipakai, tetapi sering perlu diperkuat agar mampu menjangkau modus yang lebih
kompleks.

Kedua, AI sebagai lingkungan kejahatan. Dalam posisi ini, AI tidak hanya men-
jadi alat, tetapi menjadi bagian dari ekosistem digital tempat interaksi berlangsung.
Platform, algoritma rekomendasi, sistem verifikasi, dan basis data saling terhubung.
Kejahatan dapat terjadi karena celah dalam desain sistem, lemahnya pengawasan,
atau penyalahgunaan data. Kebijakan kriminal harus mampu membaca ekosistem
ini, bukan hanya tindakan individual pelaku.

Ketiga, AI sebagai objek pengaturan. Dalam posisi ini, negara perlu menen-
tukan standar pengembangan dan penggunaan AI. Standar tersebut dapat mencakup
keamanan, akuntabilitas, perlindungan data, transparansi, audit risiko, dan kewajiban
pelaporan insiden. Tanpa standar, penegakan hukum hanya bekerja setelah kerugian
terjadi.

3.3 Penguatan Regulasi, Kelembagaan, dan Kerja Sama Internasional

Regulasi yang ada belum sepenuhnya dirancang untuk menghadapi kompleksitas AI.
Undang-undang terkait informasi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hukum
pidana dapat digunakan untuk sebagian perbuatan, tetapi belum tentu cukup untuk
mengatur risiko khusus seperti deepfake, keputusan otomatis yangmerugikan, manip-
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ulasi algoritmik, atau penyalahgunaan model generatif.6 Karena itu, regulasi spesifik
AI diperlukan.

Regulasi spesifik tidak harus selalu berarti undang-undang pidana baru yang
memperbanyak ancaman hukuman. Regulasi dapat berupa standar tata kelola, ke-
wajiban uji risiko, kewajiban transparansi pada penggunaan AI tertentu, serta sanksi
administratif dan pidana untuk pelanggaran serius. Dengan model ini, hukum tidak
hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah desain dan penggunaan AI yang
berbahaya.

Kelembagaan menjadi pilar kedua. Penegak hukum memerlukan unit yang
memahami teknologi AI, forensik digital, pelacakan data, dan analisis pola. Tanpa ka-
pasitas tersebut, norma hukumyang baik tidak akan efektif. Lembaga penegak hukum
juga perlu bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik, ahli teknologi, lem-
baga perlindungan data, dan otoritas keamanan siber.

Kerja sama internasional menjadi pilar ketiga karena kejahatan berbasis AI
sering melintasi batas negara. Pelaku dapat beroperasi dari satu negara, menggu-
nakan layanan di negara lain, dan menyerang korban di negara berbeda. Proses per-
mintaan data, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi harus
diperkuat. Jika kerja sama internasional lambat, pelaku dapat memanfaatkan perbe-
daan yurisdiksi untuk menghindari penegakan hukum.

3.4 Reformulasi Kebijakan Kriminal

Reformulasi kebijakan kriminal harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama
adalah pemetaan risiko. Negara perlu mengidentifikasi bentuk penggunaan AI yang
paling berpotensi menimbulkan kerugian hukum, seperti pemalsuan identitas digital,
manipulasi informasi publik, serangan siber otomatis, penyalahgunaan data pribadi,
dan eksploitasi kelompok rentan.7 Pemetaan risiko membantu menentukan prioritas
regulasi.

Tahap kedua adalah pembaruan norma. Norma pidana harus cukup jelas agar
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi cukup adaptif agar tidak cepat us-
ang. Rumusan yang terlalu teknis dapat tertinggal ketika teknologi berubah. Seba-
liknya, rumusan yang terlalu umum dapat mengancam kebebasan berekspresi dan in-
ovasi. Karena itu, pembaruan norma perlu menggabungkan unsur perbuatan, akibat,
kesengajaan, dan tingkat risiko.

Tahap ketiga adalah penguatan pencegahan. Kebijakan kriminal modern tidak

6Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-
tronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020–2045 (Jakarta:
BPPT, 2020).
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boleh hanya mengandalkan pemidanaan. Pencegahan dapat dilakukan melalui lit-
erasi digital, kewajiban keamanan sistem, audit teknologi, dan mekanisme pelaporan
cepat. Dalam konteks AI, pencegahan menjadi sangat penting karena kerugian dapat
menyebar dalam waktu singkat.

Tahap keempat adalah peningkatan kapasitas penegakan hukum. Penyidik,
jaksa, hakim, dan lembaga pendukung harus memahami karakter bukti digital dan
teknologi AI. Pelatihan tidak boleh hanya bersifat umum, tetapi harus mencakup sim-
ulasi kasus, standar forensik, teknik pelacakan, dan etika penggunaan teknologi oleh
penegak hukum.

3.5 Prinsip Hak Asasi Manusia dan Proporsionalitas

Reformulasi kebijakan kriminal AI harus memperhatikan hak asasi manusia.
Kekhawatiran terhadap kejahatan digital tidak boleh menjadi alasan untuk mem-
bangun pengawasan yang berlebihan. Negara perlu menjaga keseimbangan antara
keamanan, privasi, kebebasan berekspresi, dan inovasi.8 Kebijakan yang terlalu
represif dapat menghambat perkembangan teknologi yang bermanfaat.

Prinsip proporsionalitas penting dalam menentukan sanksi. Tidak semua
pelanggaran terkait AI harus dipidana berat. Pelanggaran administratif atau kelala-
ian teknis dapat diselesaikan dengan sanksi administratif, perintah perbaikan, atau
denda. Hukum pidana sebaiknya digunakan untuk perbuatan yang menimbulkan
kerugian serius, dilakukan dengan kesengajaan, atau mengancam kepentingan publik
secara signifikan.

Selain itu, penggunaan AI oleh penegak hukum juga harus diawasi. AI dapat
membantu analisis data dan deteksi pola, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian
manusia dalam keputusan yang membatasi hak seseorang. Transparansi, audit, dan
mekanisme keberatan harus tersedia agar teknologi tidakmenimbulkan ketidakadilan
baru.

3.6 Model Kebijakan yang Diusulkan

Artikel ini mengusulkan model kebijakan kriminal berbasis ekosistem. Model ini ter-
diri dari lima unsur. Pertama, regulasi AI yang membedakan tingkat risiko peng-
gunaan. Kedua, penyesuaian hukum pidana untuk menjerat penggunaan AI dalam
kejahatan serius. Ketiga, penguatan perlindungan data pribadi sebagai fondasi pence-
gahan. Keempat, pembentukan atau penguatan lembaga teknis yang kompeten dalam
AI dan forensik digital. Kelima, kerja sama internasional yang cepat dan operasional.

Model berbasis ekosistem penting karena kejahatan AI tidak dapat ditangani
oleh satu instrumen. Jika hanya mengandalkan hukum pidana, negara akan selalu

8UNESCO, Recommendation on the ethics of artificial intelligence (Paris: UNESCO, 2021); Organisation for Economic
Co-operation and Development, OECD principles on artificial intelligence (Paris: OECD, 2019).
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tertinggal. Jika hanya mengandalkan regulasi administratif, pelaku serius tidak akan
memperoleh efek jera yangmemadai. Jika hanyamengandalkan teknologi, hak warga
dapat terabaikan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus memadukan instrumen
hukum, teknologi, kelembagaan, dan kerja sama.

Dengan model tersebut, sistem hukum dapat bergerak dari pola reaktif menuju
pola antisipatif. Tujuannya bukan menghambat inovasi AI, melainkan memastikan
teknologi tersebut berkembang dalam koridor yang aman, akuntabel, dan menghor-
mati hukum.

3.7 Kebutuhan Kapasitas Forensik Digital

Salah satu titik lemah dalam penanggulangan kejahatan berbasis AI adalah kapasitas
forensik digital. Kejahatan yang memanfaatkan AI sering meninggalkan jejak yang
tidak mudah dibaca dengan metode pemeriksaan biasa. Penegak hukum perlu mema-
hami metadata, sumber data, pola otomatisasi, jejak akses, perubahan file, dan kemu-
ngkinan manipulasi konten. Tanpa kapasitas ini, pembuktian dapat berhenti pada
dugaan.

Forensik digital dalam perkara AI juga harus mampu membedakan konten
asli, konten hasil manipulasi, dan konten hasil generasi sistem. Perbedaan ini pent-
ing karena konsekuensi hukumnya berbeda. Misalnya, penyebaran video palsu
yang menyerupai seseorang dapat melibatkan pemalsuan, pencemaran nama baik,
pelanggaran data pribadi, atau pemerasan. Untuk membuktikan perbuatan tersebut,
penyidik memerlukan metode teknis yang dapat diterima di pengadilan.

Kapasitas forensik tidak hanya dibutuhkan oleh penyidik. Jaksa perlu mema-
hami karakter bukti agar dapat menyusun dakwaan dan pembuktian secara tepat.
Hakim juga perlu memahami batas kemampuan teknologi agar dapat menilai keteran-
gan ahli secara kritis. Jika hakim hanya menerima istilah teknis tanpa pemahaman
dasar, putusan dapat terlalu bergantung pada ahli tertentu. Karena itu, pelatihan lin-
tas lembaga menjadi kebutuhan mendesak.

3.8 Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem dan Pengembang AI

Kebijakan kriminal AI tidak boleh hanya menargetkan pelaku akhir. Penyelenggara
sistem elektronik, pengembang AI, dan penyedia platform memiliki peran dalam
mencegah penyalahgunaan. Mereka tidak selalu dapat dipidana atas setiap penyalah-
gunaan oleh pengguna, tetapi mereka harus memiliki kewajiban pencegahan yang
wajar. Kewajiban tersebut dapat berupa desain keamanan, pembatasan penggunaan
berbahaya, mekanisme pelaporan, dan respons cepat terhadap insiden.

Tanggung jawab ini harus dirumuskan secara proporsional. Jika terlalu berat,
inovasi dapat terhambat dan pelaku usaha kecil sulit berkembang. Jika terlalu ringan,
platform dapat menghindar dari tanggung jawab meskipun sistemnya jelas memfasil-
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itasi penyalahgunaan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko menjadi penting.
Sistem AI dengan risiko tinggi harus memiliki kewajiban lebih ketat dibandingkan
aplikasi berisiko rendah.

Dalam konteks pidana, tanggung jawab korporasi dapat dipertimbangkan apa-
bila penyelenggara sistem secara sengaja membiarkan atau mengambil keuntungan
dari penyalahgunaan yang serius. Namun untuk kelalaian biasa, sanksi administratif,
perintah perbaikan, dan denda dapat lebih tepat. Pembagian ini menunjukkan bahwa
reformulasi kebijakan kriminal tidak identik dengan perluasan pemidanaan, tetapi
dengan penempatan sanksi secara tepat.

3.9 Perlindungan Korban Kejahatan AI

Korban kejahatan berbasis AI sering menghadapi kerugian yang cepat menyebar.
Konten palsu dapat tersebar luas dalam hitungan menit. Identitas digital dapat dis-
alahgunakan berkali-kali. Data pribadi dapat berpindah ke banyak pihak. Karena itu,
kebijakan kriminal harus memasukkan perlindungan korban sebagai bagian utama,
bukan sekadar tambahan setelah pelaku dihukum.

Perlindungan korban dapat mencakup mekanisme penghapusan atau pembat-
asan akses terhadap konten berbahaya, pemulihan identitas digital, bantuan psikolo-
gis untuk korban manipulasi seksual atau pemerasan, serta kompensasi atas kerugian
tertentu. Dalam perkara deepfake atau manipulasi identitas, pemulihan reputasi juga
penting karena kerugian tidak hanya bersifat finansial.

Kebijakan perlindungan korban perlu melibatkan platform digital. Platform
memiliki kemampuan teknis untuk menurunkan konten, membatasi penyebaran, dan
menyimpan bukti. Namun tindakan platform harus tetap berada dalam kerangka
hukum agar tidak menjadi sensor sewenang-wenang. Negara perlu membuat prose-
dur yang cepat, jelas, dan dapat diawasi.

3.10 Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional harus memperhatikan perkembangan teknologi
AI. Rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan, penipuan, akses ilegal,
manipulasi data, dan penyebaran konten elektronik perlu ditafsirkan dan, bila perlu,
diperbarui agar dapat menjangkau modus berbasis AI. Namun pembaruan itu harus
tetap menjaga asas legalitas. Warga harus dapat mengetahui perbuatan apa yang di-
larang dan ancaman apa yang dapat dikenakan.

Hukum pidana juga perlu mengatur faktor pemberatan. Penggunaan AI da-
pat menjadi faktor pemberatan apabila memperbesar skala korban, menyasar kelom-
pok rentan, menimbulkan gangguan publik besar, atau dilakukan secara terorganisasi.
Dengan cara ini, hukum tidak menghukum teknologi, tetapi menghukum penyalah-
gunaan teknologi yang meningkatkan bahaya sosial.
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Di sisi lain, pembaruan hukum harus menghindari kriminalisasi berlebihan ter-
hadap riset, eksperimen, atau penggunaan AI yang sah. Peneliti keamanan siber,
akademisi, dan pengembang yang bekerja untuk tujuan sah tidak boleh diperlakukan
sama dengan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, norma pengecualian, pembelaan
hukum, atau mekanisme perizinan penelitian dapat dipertimbangkan.

3.11 Literasi Digital sebagai Kebijakan Pencegahan

Literasi digital merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal preventif.
Masyarakat yang tidak memahami cara kerja manipulasi digital lebih mudah menjadi
korban penipuan, pemalsuan identitas, atau penyebaran informasi palsu. Dalam
konteks AI generatif, literasi digital harus mencakup kemampuan mengenali konten
manipulatif, memverifikasi sumber informasi, menjaga data pribadi, dan melaporkan
insiden secara tepat.

Pendidikan literasi digital tidak boleh hanya ditujukan kepada pengguna umum.
Aparatur pemerintah, pendidik, jurnalis, pelaku usaha, dan kelompok rentan juga
membutuhkan program khusus. Setiap kelompok menghadapi risiko berbeda. Ju-
rnalis menghadapi risiko disinformasi, pelaku usaha menghadapi penipuan berba-
sis identitas, sedangkan anak dan remaja menghadapi risiko manipulasi emosional
melalui platform digital.

Literasi digital memperkuat efektivitas hukum pidana karena mengurangi jum-
lah korban dan mempercepat pelaporan. Penegakan hukum akan selalu terbatas jika
masyarakat tidak mampu mengenali ancaman sejak awal. Karena itu, reformulasi ke-
bijakan kriminal AI harus memadukan norma, lembaga, teknologi, dan pendidikan
publik.

3.12 Peta Jalan Implementasi Kebijakan

Reformulasi kebijakan kriminal berbasis AI memerlukan peta jalan implementasi.
Tahap pertama adalah audit regulasi. Pemerintah perlu memetakan norma yang
sudah ada dalam hukum pidana, hukum informasi elektronik, perlindungan data prib-
adi, dan keamanan siber. Audit ini menentukan bagian mana yang cukup ditafsirkan,
bagian mana yang perlu diperbarui, dan bagian mana yang membutuhkan instrumen
hukum baru.

Tahap kedua adalah penyusunan standar teknis. Standar teknis diperlukan agar
penegak hukum, penyelenggara sistem, dan pengembang memiliki bahasa yang sama
mengenai risiko AI. Standar tersebut dapat mencakup pelaporan insiden, penyim-
panan log, pengamanan data, audit sistem, dan prosedur pembuktian. Tanpa standar
teknis, norma hukum akan sulit dilaksanakan secara konsisten.

Tahap ketiga adalah pembentukan mekanisme koordinasi nasional. Kejahatan
AI tidak dapat ditangani oleh satu lembaga. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, otori-
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tas perlindungan data, lembaga keamanan siber, kementerian terkait, dan penyeleng-
gara sistem elektronik harus memiliki kanal koordinasi yang jelas. Kanal ini perlu
digunakan bukan hanya setelah perkara muncul, tetapi juga untuk pencegahan dan
pertukaran informasi risiko.

Tahap keempat adalah evaluasi berkala. Teknologi AI berubah cepat sehingga
kebijakan yang disusun hari ini dapat menjadi usang dalam beberapa tahun. Evalu-
asi berkala memungkinkan negara menyesuaikan aturan tanpa selalu menunggu kri-
sis besar. Dengan peta jalan tersebut, reformulasi kebijakan kriminal tidak berhenti
sebagai gagasan normatif, tetapi bergerak menjadi agenda kelembagaan yang dapat
dijalankan.

4. Penutup

Kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan menuntut reformulasi kebijakan
kriminal karena karakter kejahatannya berbeda dari kejahatan digital konvensional.
AI memperbesar skala, kecepatan, kerumitan atribusi, dan tantangan pembuktian.
Oleh sebab itu, respons hukum tidak cukup hanya menggunakan norma yang ada
tanpa penguatan.

Reformulasi kebijakan kriminal harus mencakup regulasi spesifik AI, pen-
guatan kapasitas lembaga penegak hukum, tata kelola bukti digital, perlindungan data
pribadi, dan kerja sama internasional. Kebijakan tersebut perlu disusun secara pro-
porsional agar mampu melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi dan tanpa
melanggar hak asasi manusia. Dengan pendekatan berbasis ekosistem, sistem hukum
Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap ancaman digital yang berkembang.
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Abstract
This study examines the feasibility and relationship between mining business and politics during
elections, as well as the symbiotic relationship between the mining sector and politics in the In-
donesian electoral context. The research method is empirical juridical, beginning with secondary
data research and followed by primary data analysis in the field. The research combines library
and field research. The study indicates that the economic power of the mining sector may be used
by political actors to secure business interests. This practice creates a mutually beneficial cycle in
which mining entrepreneurs finance political campaigns while elected politicians provide policies
favorable to the mining sector. Article 33 of the 1945 Constitution risks becoming an illusion for
the people and the state when oligarchic power not only strips economic resources from the state
but also captures political authority.
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Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam eksistensi kelayakan dan hubungan an-
tara pengusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu, serta mengkaji relasi sim-
biotik antara sektor pertambangan dan politik dalam konteks pemilu di Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu prosedur pemecahan masalah peneli-
tian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepus-
takaan dan penelitian lapangan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi
dari sektor pertambangan telah dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mengamankan ke-
pentingan bisnis mereka. Praktik ini menciptakan siklus saling menguntungkan, di mana
pengusaha tambang mendanai kampanye politik, sementara politisi terpilih memberikan ke-
bijakan yang menguntungkan sektor pertambangan. Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam kon-
stitusi negara hanya menjadi ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak
saja mempreteli sumber daya ekonomi negara, tetapi juga menyandera kekuasaan.
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1. Pendahuluan

Sektor pertambangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia.
Kekayaan mineral dan batubara merupakan sumber daya strategis yang secara kon-
stitusional harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.1 Namun dalam praktik, pengusahaan pertambangan tidak
pernah sepenuhnya berada di ruang ekonomi yang netral. Ia berhubungan den-
gan perizinan, kebijakan fiskal, tata ruang, lingkungan hidup, konflik lahan, dan
kepentingan politik.

Pada masa pemilu, hubungan antara pengusahaan pertambangan dan politik
menjadi semakin penting untuk dikaji. Pemilu membutuhkan biaya besar, sedangkan
sektor pertambangan memiliki kekuatan modal yang signifikan. Hubungan tersebut
dapat melahirkan dukungan politik, pendanaan kampanye, kedekatan dengan kandi-
dat, dan harapan atas kebijakan yang menguntungkan setelah pemilu.2 Ketika hubun-
gan ini tidak diawasi secara ketat, kepentingan publik dapat dikalahkan oleh kepentin-
gan bisnis dan kekuasaan.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar normatif bahwa cabang produksi pent-
ing dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Akan
tetapi, cita-cita tersebut dapat menjadi ilusi apabila kebijakan pertambangan dikuasai
oleh kelompok ekonomi-politik yang memanfaatkan pemilu untuk menjaga akses
terhadap sumber daya.3 Dalam situasi seperti itu, pemilu yang seharusnya men-
jadi mekanisme demokratis dapat berubah menjadi sarana reproduksi kekuasaan
ekonomi.

Artikel ini mengkaji eksistensi kelayakan dan hubungan antara pengusahaan
pertambangan dengan politik pada masa pemilu. Fokus utamanya adalah relasi sim-
biotik antara pengusaha tambang dan aktor politik, pengaruh pendanaan kampanye
terhadap kebijakan, serta kritik terhadap penyanderaan Pasal 33 UUD 1945 oleh keku-
atan oligarki.

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah menempatkan hubungan pertambangan dan
politik pemilu sebagai persoalan kelayakan demokratis, bukan sekadar persoalan

1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
2Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum.

3Jeffrey A. Winters, Oligarchy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
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ekonomi. Pertanyaannya bukan hanya apakah pengusaha tambang boleh berpar-
tisipasi dalam politik, tetapi apakah hubungan modal pertambangan dan kekuasaan
politik masih layak apabila berpotensi menggeser tujuan penguasaan sumber daya
alam untuk kemakmuran rakyat.

Kontribusi kedua adalah menawarkan pembacaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai
standar evaluasi. Pasal 33 tidak boleh berhenti sebagai dasar formal penguasaan ne-
gara, tetapi harus dipakai untukmenilai apakah kebijakan pertambangan benar-benar
melayani kepentingan rakyat. Jika kebijakan pertambangan lebih banyak mengun-
tungkan penyandang dana politik, maka penguasaan negara kehilangan makna sub-
stantifnya.

Kontribusi ketiga adalah merumuskan model pengendalian relasi pertamban-
gan dan politik melalui transparansi pendanaan kampanye, pembatasan konflik ke-
pentingan, penguatan pengawasan izin pertambangan, dan akuntabilitas kebijakan
pascapemilu. Model ini penting karena relasi bisnis dan politik tidak dapat dihapus
sepenuhnya, tetapi harus dikendalikan agar tidak menyandera negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tahap awal dilakukan melalui
penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum,
dan kajian ekonomi-politik mengenai pertambangan, pemilu, pendanaan politik, dan
oligarki.4 Tahap berikutnya diarahkan pada pembacaan empiris terhadap hubungan
antara kekuatan ekonomi sektor pertambangan dan proses politik pada masa pemilu.

Data sekunder digunakan untuk membangun dasar normatif dan konseptual.
Data tersebut mencakup UUD 1945, pengaturan mineral dan batubara, pengaturan
pemilu, ketentuan dana kampanye, serta literatur mengenai oligarki dan sumber daya
alam. Data primer dalam konteks rekonstruksi ini dipahami sebagai informasi faktual
yang mendukung pembacaan terhadap praktik hubungan bisnis-politik, dengan tetap
menjaga kehati-hatian karena sumber artikel asli tidak tersedia.

Analisis dilakukan secara kualitatif. Norma hukum dibaca bersama konteks
sosial-politik. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menanyakan apa bunyi aturan,
tetapi juga bagaimana aturan tersebut bekerja ketika berhadapan dengan kekuatan
modal, kepentingan pemilu, dan struktur oligarki.

4Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum (Jakarta: UI Press, 2014); Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum
(Jakarta: Kencana, 2017).
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3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Relasi Sektor Pertambangan dan Politik pada Masa Pemilu

Relasi antara sektor pertambangan dan politik pada masa pemilu dapat dijelaskan
melalui kebutuhan timbal balik. Aktor politik membutuhkan dukungan finansial,
jaringan, dan sumber daya logistik untuk memenangkan kontestasi. Pengusaha per-
tambangan membutuhkan kepastian izin, akses kebijakan, stabilitas usaha, dan per-
lindungan terhadap risiko regulasi.5 Ketika kedua kebutuhan tersebut bertemu, ter-
bentuk relasi simbiotik.

Relasi simbiotik tidak selalu ilegal. Pelaku usaha dapat memiliki preferensi
politik dan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi sesuai aturan. Masalah
muncul ketika dukungan ekonomi berubah menjadi investasi politik yang menuntut
imbalan kebijakan. Dalam keadaan demikian, pemilu tidak lagi sepenuhnya menjadi
mekanisme memilih pemimpin berdasarkan kepentingan publik, tetapi menjadi arena
pertukaran antara modal dan kekuasaan.

Sektor pertambangan rentan terhadap relasi semacam itu karena sangat bergan-
tung pada keputusan negara. Izin usaha, perubahan wilayah tambang, pengawasan
lingkungan, sanksi administratif, kewajiban reklamasi, dan kebijakan ekspor meru-
pakan contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan.6 Karena
itu, kedekatan dengan aktor politik dapat menjadi aset ekonomi yang sangat berharga.

3.2 Kelayakan Hubungan Pertambangan dan Politik

Kelayakan hubungan antara pengusahaan pertambangan dan politik harus diukur
dari dampaknya terhadap kepentingan publik. Hubungan tersebut dapat dianggap
layak apabila berlangsung transparan, sesuai hukum, tidak menimbulkan konflik ke-
pentingan, dan tidak mempengaruhi kebijakan secara tidak patut. Sebaliknya, hubun-
gan menjadi tidak layak apabila pendanaan politik digunakan untuk membeli akses,
mempengaruhi izin, melemahkan pengawasan, atau mengamankan kepentingan bis-
nis tertentu.

Dalam negara demokratis, partisipasi politik pelaku usaha tidak dilarang secara
absolut. Namun demokrasi mensyaratkan kesetaraan politik. Ketika kekuatan modal
tertentu memiliki akses lebih besar terhadap kandidat atau partai, suara warga dapat
menjadi kurang bermakna. Pemilu tetap berlangsung formal, tetapi hasil kebijakan
pascapemilu lebih mencerminkan kepentingan penyandang modal daripada aspirasi
rakyat.

5Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, “The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indone-
sia,” Indonesia 96 (2013): 35–57.

6Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
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Kelayakan juga harus dilihat dari perspektif lingkungan dan generasi men-
datang. Pertambangan berhubungan dengan sumber daya alam yang tidak ter-
barukan. Keputusan politik yang terlalu pro-pertambangan dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya manfaat jangka panjang bagi
masyarakat. Karena itu, hubungan pertambangan dan politik harus diuji dengan
standar keberlanjutan, bukan hanya legalitas formal.

3.3 Pasal 33 UUD 1945, Pendanaan Kampanye, dan Oligarki

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional pengelolaan sumber daya alam.
Norma tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmu-
ran rakyat. Dalam konteks pertambangan, negara tidak boleh bertindak hanya seba-
gai pemberi izin. Negara harus memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberi
manfaat publik, menjaga lingkungan, dan tidak memperkuat ketimpangan.

Persoalannya, penguasaan negara dapat berubah menjadi penguasaan oleh
kelompok tertentu apabila proses politik dikuasai oleh modal. Ketika pengusaha
tambang mendanai kampanye politik, politisi yang terpilih dapat terdorong untuk
membuat kebijakan yang menguntungkan penyandang dana. Pola ini menciptakan
siklus saling menguntungkan: modal mendukung kemenangan politik, kekuasaan
politik mengamankan kepentingan modal.

Dalam teori oligarki, kekayaan material dapat digunakan untuk memperta-
hankan kekuasaan dan mempengaruhi keputusan negara.7 Sektor pertambangan
menjadi salah satu basis oligarki karena menyediakan sumber daya ekonomi besar.
Jika oligarki menguasai proses pemilu, maka Pasal 33 UUD 1945 kehilangan daya
substantif. Negara tetap mengklaim menguasai sumber daya alam, tetapi arah ke-
bijakannya ditentukan oleh kepentingan kelompok yang memiliki modal dan akses
politik.

3.4 Pendanaan Kampanye dan Konflik Kepentingan

Pendanaan kampanye adalah titik penting dalam hubungan pertambangan dan politik.
Kampanye membutuhkan biaya untuk konsolidasi, komunikasi publik, logistik, saksi,
iklan, dan kegiatan politik lain. Ketika biaya politik tinggi, kandidat dan partai cen-
derung mencari dukungan dari pihak yang memiliki sumber daya besar. Sektor per-
tambangan menjadi salah satu sumber potensial karena memiliki kapasitas ekonomi
yang kuat.

Masalah utama bukan hanya jumlah dana, tetapi hubungan setelah dana
diberikan. Dukungan kampanye dapat menciptakan utang politik. Utang politik

7Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets
(London: RoutledgeCurzon, 2004).
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tersebut dapat dibayar melalui akses terhadap pejabat, kemudahan perizinan, pelema-
han pengawasan, atau perubahan kebijakan yang menguntungkan. Dalam bentuk
yang lebih halus, konflik kepentingan dapat muncul ketika pejabat publik enggan
mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang pernah mendukungnya.

Karena itu, transparansi dana kampanye harus dipandang sebagai instrumen
pencegahan korupsi kebijakan. Publik berhak mengetahui siapa yang mendanai kan-
didat dan apakah setelah pemilu terdapat kebijakan yang menguntungkan pemberi
dana.8 Tanpa transparansi, hubungan pertambangan dan politik bergerak di ruang
gelap yang sulit diawasi.

3.5 Kebijakan Pertambangan Pascapemilu

Relasi antara pengusaha tambang dan aktor politik paling nyata terlihat setelah
pemilu. Kebijakan pascapemilu dapat menunjukkan apakah kepentingan publik
diutamakan atau tidak. Indikatornya antara lain pemberian izin baru, perubahan
tata ruang, penyelesaian pelanggaran lingkungan, pengawasan reklamasi, kebijakan
hilirisasi, penegakan sanksi, dan perlakuan terhadap masyarakat terdampak.

Apabila kebijakan pascapemilu cenderung mempermudah eksploitasi tanpa
pengawasan yang memadai, maka terdapat alasan untuk mempertanyakan inde-
pendensi kebijakan. Sebaliknya, apabila pemerintah tetap menerapkan standar
lingkungan, transparansi izin, dan akuntabilitas sosial meskipun ada dukungan
politik dari sektor pertambangan, maka hubungan bisnis-politik dapat dikendalikan.

Penilaian pascapemilu penting karena hubungan modal dan politik tidak selalu
tampak pada masa kampanye. Sering kali imbalan politik baru terlihat dalam bentuk
kebijakan setelah kandidat terpilih. Oleh karena itu, pengawasan demokratis harus
berlanjut setelah hari pemungutan suara.

3.6 Oligarki dan Penyanderaan Negara

Oligarki dalam konteks pertambangan tidak hanya berarti adanya orang kaya dalam
politik. Oligarki merujuk pada struktur kekuasaan yang memungkinkan pemilik
modal besar mempertahankan kekayaan melalui pengaruh terhadap negara. Dalam
sektor pertambangan, pengaruh tersebut dapat hadir melalui pembiayaan politik,
jaringan bisnis, kedekatan dengan pejabat, atau posisi langsung pelaku usaha dalam
jabatan publik.

Penyanderaan negara terjadi ketika kebijakan publik tidak lagi disusun
berdasarkan kepentingan umum, tetapi berdasarkan kebutuhan mempertahankan
keuntungan kelompok tertentu. Dalam konteks Pasal 33 UUD 1945, penyanderaan ini
berbahaya karena sumber daya alam yang seharusnya menjadi basis kesejahteraan

8Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
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rakyat dapat berubah menjadi sumber akumulasi kekayaan segelintir kelompok.
Untuk mencegah penyanderaan tersebut, negara perlu memperkuat aturan

konflik kepentingan. Pejabat publik yang memiliki hubungan bisnis pertambangan
harus diwajibkan membuka kepentingannya. Kebijakan yang menyangkut sek-
tor pertambangan harus melalui proses partisipatif dan dapat diawasi. Lembaga
pengawas pemilu, lembaga antikorupsi, dan masyarakat sipil perlu memiliki akses
terhadap data pendanaan politik dan kebijakan izin.

3.7 Model Pengendalian Relasi Pertambangan dan Politik

Artikel ini mengusulkan model pengendalian berbasis empat instrumen. Pertama,
transparansi pendanaan kampanye. Semua sumbangan yang berasal dari pelaku us-
aha pertambangan atau pihak yang terafiliasi harus dicatat, diumumkan, dan diaudit
secara serius. Transparansi ini memungkinkan publik menilai hubungan antara pem-
beri dana dan kebijakan pascapemilu.

Kedua, pembatasan konflik kepentingan. Kandidat, partai, dan pejabat terpilih
harus membuka hubungan kepemilikan, afiliasi bisnis, atau dukungan politik yang
berkaitan dengan sektor pertambangan. Kebijakan yang berpotensi menguntungkan
pihak terafiliasi harus melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Ketiga, penguatan pengawasan izin pertambangan. Perizinan tidak boleh men-
jadi imbalan politik. Semua izin harus berbasis standar hukum, lingkungan, dan ke-
pentingan publik. Proses pemberian dan pencabutan izin harus dapat ditelusuri.

Keempat, akuntabilitas kebijakan pascapemilu. Pemerintah dan legislatif perlu
dinilai berdasarkan konsistensi kebijakan dengan Pasal 33 UUD 1945. Jika kebijakan
lebih menguntungkan kelompok pemodal daripada rakyat, maka publik harus memi-
liki mekanisme untuk menggugat, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban.

3.8 Reorientasi Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 harus direorientasi dari slogan normatif menjadi standar kebijakan.
Reorientasi ini berarti setiap kebijakan pertambangan harus menjawab pertanyaan:
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, apakah lingkungan
terlindungi, apakah masyarakat sekitar tambang dilibatkan, dan apakah keuntungan
sumber daya alam kembali kepada rakyat.

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut menunjukkan dominasi kepentingan pe-
modal, maka kebijakan tersebut menyimpang dari semangat konstitusi. Dalam kon-
teks pemilu, reorientasi Pasal 33 juga menuntut pembatasan pengaruh modal dalam
politik. Demokrasi tidak dapat menjamin kemakmuran rakyat apabila proses poli-
tiknya dibiayai dan diarahkan oleh kelompok yang berkepentingan mengeksploitasi
sumber daya alam.
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3.9 Dimensi Lingkungan dan Hak Masyarakat

Hubungan pertambangan dan politik tidak hanya berdampak pada pembagian keun-
tungan ekonomi. Dampak paling nyata sering dirasakan oleh masyarakat di sekitar
wilayah tambang. Mereka menghadapi perubahan ruang hidup, risiko pencemaran,
konflik lahan, kerusakan jalan, hilangnya sumber air, dan perubahan struktur sosial.
Jika kebijakan pertambangan lahir dari hubungan politik yang tidak transparan, suara
masyarakat terdampak dapat tersisih.

Dimensi lingkungan memperkuat argumen bahwa relasi pertambangan dan
politik harus dikendalikan. Izin pertambangan bukan sekadar dokumen admin-
istratif; izin tersebut membuka ruang eksploitasi sumber daya alam yang dapat
mengubah ekosistem. Karena itu, keputusan politik mengenai pertambangan harus
selalu dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan, kewajiban reklamasi, dan
perlindungan masyarakat sekitar.

Pada masa pemilu, isu lingkungan sering kalah oleh narasi pembangunan dan
investasi. Kandidat dapat menjanjikan pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi per-
tambangan tanpa menjelaskan biaya sosial-ekologisnya. Masyarakat membutuhkan
informasi yang jujur tentang manfaat dan risiko. Jika kampanye dibiayai oleh ke-
pentingan pertambangan, informasi yang disampaikan kepada publik dapat menjadi
tidak seimbang.

3.10 Peran Lembaga Pengawas Pemilu dan Antikorupsi

Pengendalian relasi pertambangan dan politik memerlukan peran kuat lembaga pen-
gawas pemilu. Pengawas pemilu tidak cukup hanya memeriksa kepatuhan adminis-
tratif laporan dana kampanye. Mereka perlumenilai pola sumbangan, afiliasi penyum-
bang, dan potensi konflik kepentingan. Apabila terdapat konsentrasi dukungan dari
sektor tertentu, publik perlu memperoleh informasi yang memadai.

Lembaga antikorupsi juga memiliki peran penting karena hubungan bisnis-
politik dapat berubah menjadi korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan tidak selalu
tampak sebagai suap langsung. Ia dapat muncul melalui kebijakan yang dibuat untuk
membayar dukungan politik. Karena itu, pencegahan korupsi harus mencakup pe-
mantauan kebijakan sektor pertambangan setelah pemilu, terutama kebijakan yang
memberikan keuntungan besar kepada pihak tertentu.

Koordinasi antara pengawas pemilu, lembaga antikorupsi, otoritas pertamban-
gan, dan masyarakat sipil diperlukan agar pengawasan tidak terfragmentasi. Data
dana kampanye harus dapat dihubungkan dengan data perizinan, kepemilikan perusa-
haan, dan kebijakan pascapemilu. Tanpa integrasi data, hubungan antara dukungan
politik dan keuntungan kebijakan sulit dibuktikan.
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3.11 Demokrasi Substantif dan Keadilan Sumber Daya

Demokrasi substantif menuntut agar pemilu menghasilkan kebijakan yang melayani
warga, bukan hanya pergantian elite. Dalam konteks pertambangan, demokrasi sub-
stantif berarti rakyat memiliki suara dalammenentukan bagaimana sumber daya alam
dikelola. Jika kebijakan pertambangan ditentukan oleh koalisi pemodal dan politisi,
maka pemilu hanya menjadi prosedur formal yang tidak mengubah struktur ketim-
pangan.

Keadilan sumber dayamengharuskanmanfaat pertambangan dibagi secara adil.
Masyarakat sekitar tambang tidak boleh hanya menerima dampak, sementara keun-
tungan mengalir kepada perusahaan dan jaringan politik. Negara harus memastikan
ada mekanisme distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, pemulihan wilayah ter-
dampak, dan partisipasi masyarakat.

Hubungan pertambangan dan politik menjadi layak hanya apabila tidak
merusak demokrasi substantif dan keadilan sumber daya. Partisipasi politik pelaku
usaha harus tunduk pada prinsip transparansi dan pembatasan konflik kepentingan.
Negara tidak boleh membiarkan sumber daya alam menjadi alat mempertahankan
kekuasaan oligarki.

3.12 Parameter Kelayakan Relasi Bisnis dan Politik

Relasi antara pengusaha pertambangan dan aktor politik dapat diuji melalui beber-
apa parameter. Parameter pertama adalah transparansi. Semua bentuk dukungan
politik, baik langsung maupun tidak langsung, harus dapat dilacak. Jika dukungan
disamarkanmelalui pihak ketiga, yayasan, konsultan, atau jaringan afiliasi, maka pub-
lik sulit menilai konflik kepentingan yang mungkin muncul.

Parameter kedua adalah jarak kebijakan. Semakin dekat hubungan antara pem-
beri dukungan dan kebijakan yang menguntungkannya, semakin besar kebutuhan
pengawasan. Misalnya, apabila setelah pemilu muncul izin, relaksasi kewajiban, atau
perlindungan kebijakan bagi pihak yang terkait dengan pendanaan kampanye, maka
hubungan tersebut perlu diperiksa secara serius. Pemeriksaan tidak selalu berarti ada
pelanggaran pidana, tetapi penting untuk menjaga integritas kebijakan.

Parameter ketiga adalah manfaat publik. Relasi bisnis dan politik masih dapat
dianggap layak apabila kebijakan yang lahir tetap mengutamakan rakyat, lingkungan,
dan kepentingan nasional. Namun jika manfaat terbesar hanya diterima oleh kelom-
pok penyandang modal, maka hubungan tersebut kehilangan legitimasi demokratis.
Parameter ini mengembalikan pembahasan pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai ukuran
substantif.
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3.13 Agenda Pembaruan Tata Kelola

Agenda pembaruan tata kelola pertambangan dan politik pemilu perlu dimulai dari
keterbukaan data. Data izin pertambangan, pemilik manfaat perusahaan, sumbangan
kampanye, dan kebijakan pascapemilu harus dapat dibandingkan.9 Keterbukaan ini
tidak hanya membantu penegak hukum, tetapi juga membantu jurnalis, akademisi,
dan masyarakat sipil melakukan pengawasan.

Agenda kedua adalah penguatan aturan konflik kepentingan. Pejabat publik,
calon kepala daerah, calon legislator, dan pengurus partai yang memiliki hubungan
dengan sektor pertambangan harus membuka informasi tersebut secara jelas. Apabila
mereka terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha pertam-
bangan, mekanisme pengunduran diri dari pembahasan atau pembatasan kewenan-
gan perlu diberlakukan.

Agenda ketiga adalah memperkuat sanksi terhadap pelaporan dana kampanye
yang tidak benar. Laporan dana kampanye yang hanya bersifat administratif tidak
cukup untuk mencegah pengaruh modal. Audit harus mampu menelusuri sumber
dana, afiliasi penyumbang, dan pola transaksi. Jika pelaporan palsu atau penyamaran
sumbangan tidak diberi konsekuensi serius, transparansi hanya menjadi formalitas.

Agenda keempat adalah memperluas partisipasi masyarakat sekitar tambang
dalam proses kebijakan. Masyarakat terdampak harusmemiliki ruang untukmenyam-
paikan keberatan, memberi informasi, dan memantau pelaksanaan kewajiban perusa-
haan. Dengan partisipasi tersebut, kebijakan pertambangan tidak hanya dinilai dari
perspektif investasi, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan ekologis.

4. Penutup

Hubungan antara pengusahaan pertambangan dan politik pada masa pemilu meru-
pakan persoalan serius karena menyangkut masa depan demokrasi, pengelolaan sum-
ber daya alam, dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Relasi antara pengusaha tambang
dan aktor politik dapat menjadi tidak layak apabila melahirkan konflik kepentingan,
utang politik, kebijakan pro-pemodal, dan pelemahan pengawasan publik.

Kekuatan ekonomi sektor pertambangan dapat dimanfaatkan oleh aktor poli-
tik untuk memenangkan kontestasi, sementara pelaku usaha memperoleh akses ke-
bijakan setelah pemilu. Siklus ini berpotensi memperkuat oligarki dan menyandera
negara. Karena itu, diperlukan transparansi pendanaan kampanye, pembatasan kon-
flik kepentingan, pengawasan izin pertambangan, dan akuntabilitas kebijakan pas-
capemilu.

Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi standar substantif dalam menilai kebijakan

9Hartana, “Hukum pertambangan: Kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah,”
Jurnal Komunikasi Hukum 3, no. 1 (2017): 50–81.
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pertambangan. Negara tidak cukup mengklaim menguasai sumber daya alam; negara
harus membuktikan bahwa penguasaan tersebut benar-benar dipergunakan untuk ke-
makmuran rakyat. Tanpa pengendalian relasi modal pertambangan dan politik, pen-
guasaan negara dapat berubah menjadi penguasaan oligarki.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye

Pemilihan Umum.

Pascasarjana Universitas Bung Karno, Copyright (c) 2024 Hartana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.






